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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat
dilihat pada tabel berikut :
1. Konsonan




ب Ba B Be
ت Ta T Te
ث Sa S es (dengan titik di atas)
ج Jim J Je
ح Ha H ha (dengan titik di bawah)
خ Kha Kh ka dan ha
د Dal D De
ذ Zal Z zet (dengan titik di atas)
ر Ra R Er
ز Zai Z Zet
س Sin S Es
ش Syin Sy es dan ye
ص Sad S es (dengan titik di bawah)
ض Dad D de (dengan titik di bawah)
ط Ta T te (dengan titik di bawah)
ظ Za Z zet (dengan titik di bawah)
ع ‘ain ‘ Apostrof terbalik
غ Gain G Ge
ف Fa F Ef
ق Qaf Q Qi
ك Kaf K Ka
ل Lam L El
م Mim M Em
ن Nun N En
و Wau W We
ھ Ha H Ha
ء Hamzah ’ Apostrof
xii
Y Ya Ye
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(
’ ).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vocal Bahasa Indonesia, terdiri atas vocal
tunggal atau menoftong dan vocal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau
harakat, transliterasinya sebagaiberikut :
Tanda Nama Huruf Latin Nama
 َا Fathah A A
 ِا Kasrah I I
 ُا Dammah U U
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :
Tanda Nama Huruf Latin Nama
 َٔى Fathah dan yaa’ Ai a dan i
 َؤ Fathah dan wau Au a dan u
Contoh:
 َﻒْﯿ َﻛ : kaifa
 َل ْ ﻮَھ : haula
3. Maddah
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,







 َى…│  َا … Fathah dan alif atau
yaa’
A a dan garis di atas
ى Kasrah dan yaa’ I i dan garis di atas
 ُو Dhammmah dan
waw
U u dan garis di atas
Contoh:
تﺎﻣ : maata
ﻰ َﻣ َر : ramaa
ﻞْﯿِﻗ : qiila
 ُت ْﻮ ُﻤَﯾ : yamuutu
4. Taa’ marbuutah
Transliterasi untuk taa’marbuutah ada dua, yaitu taa’marbuutah yang
hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya
adalah [t]. Sedangkan taa’ marbuutah yang mati atau mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan taa’ marbuutah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah,
maka taa’ marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha [h].
Contoh :
 ُﺔ َﺿ ْو َﺮِﻟﺎَﻔ ْطَ ْ ﻻا: raudah al- atfal
 ُﺔَﻨ ْﯾ ِﺪ َﻤﻟاُﺔَﻠ ِﺿﺎَﻔْﻟا : al- madinah al- fadilah
 ُﺔ َﻤ ْﻜ ِﺤْﻟا : al-hikmah
xiv
5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydid( َ◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan
perulangan huruf  (konsonan ganda) yang diberitanda syaddah.
Contoh :
ﺎَﻨﱠﺑ َر : rabbanaa
ﺎَﻨْﯿ ﱠﺠَﻧ : najjainaa
 ﱡﻖ َﺤْﻟا : al- haqq
 َﻢ ﱢﻌُﻧ : nu”ima
 ﱞو ُﺪ َﻋ : ‘aduwwun
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf
kasrah ( ّﻲِﺑ) maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi i.
Contoh :
 ﱞﻲِﻠ َﻋ : ‘Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)
 ﱞﻲِﺑ َﺮ َﻋ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan hurufلا
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang
ditransilterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti olehhuruf syamsiyah
maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung
yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya
dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).
xv
Contoh :
 ُﺲﻤﱠﺸﻟا : al-syamsu (bukanasy-syamsu)
 ُﺔَﻟ َﺰﻟ ﱠﺰﻟَا : al-zalzalah (az-zalzalah)
ﺔَﻔ َﺴﻠَﻔ ْﻟَا : al-falsafah
 ُد َ ﻼِﺒ ْﻟَا : al-bilaadu
7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di
awal kata, ia tidak dilambangkan, Karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
Contoh :
 َن ْ و ُﺮ ُﻣْﺎَﺗ: ta’muruuna
 ُع ْ ﻮﱠﻨﻟا : al-nau’
 ٌء ْﻲ َﺷ : syai’un
 ُت ْﺮ ِ ُﻣا : umirtu
8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa
Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah
atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau
kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara
transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur’an (dari Al-Qur’an), al-hamdulillah,
xvi
dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu




9. Lafz al- Jalaalah ( ٰ ّ ﷲ)
Kata “Allah” yang di dahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa
huruf hamzah.
Contoh :
diinullah ِ ٰ ّ ﷲﺎِﺑbillaah
Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-




Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps),
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang
penggunaan huruf capital berdasarkan pedomanajaran Bahasa Indonesia yang
berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf
awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan
xvii
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis
dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huru fawal kata
sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang
tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku
untuk huruf awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik




Inna awwalabaitinwudi’ alinnasilallazii bi bakkatamubarakan
Syahruramadan al-laziiunzilafih al-Qur’a
Nazir al-Din al-Tusi
Abu Nasr al- Farabi
Al-Gazali
Al-Munqiz min al-Dalal
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu
harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.
Contoh:
Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-
Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu)




Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :
swt. = subhanallahuwata’ala
saw. = sallallahu ‘alaihiwasallam
r.a = radiallahu ‘anhu
H = Hijriah
M = Masehi
QS…/…4 = QS Al-Baqarah/2:4 atau QS Al-Imran/3:4
HR = Hadis Riwayat
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ABSTRAK
Nama : Khusnul Khatimah Hasanuddin
Nim : 10300113231
Judul : Pertanggungjawaban Pidana terhadap Malpraktik oleh Tenaga
Medis ditinjau dari segi Hukum Positif dan Hukum Islam
Permasalahan pokok dalam skripsi ini yaitu; 1) bagaimanakah
pertanggungjawaban pidana malpraktik oleh tenaga medis berdasarkan hukum
positif?, 2) bagaimanakah pertanggungjawaban pidana malpraktik oleh tenaga medis
berdasarkan hukum islam?
Jenis penelitian ini adalah kepustakaan, dengan metode pendekatan yuridis
yakni mengkaji ketentuan hukum mengenai bentuk pertanggungjawaban seorang
dokter yang melakukan malpraktik kedokteran dari segi hukum positif dan hukum
Islam. Adapun sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan adalah
deskriptif analisis.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) pertanggungjawaban pidana bagi
dokter yang melakukan malprktik itu sendiri akan mempertanggungjawabkannya
secara pidana apabila ia terbukti melakukan hal-hal dalam ruang lingkup malpraktik,
dimana pasal-pasal yang relevan dalam ruang lingkup malpraktik tersebut terdapat
dalam dua Undang-Undang, yaitu KUHP dan Undang-undang RI Nomer 29 Tahun
2004 Tentang Praktik Kedokteran pasca uji materi Mahkamah Konstitusi. 2)
Sedangkan dalam hukum pidana Islam, sanksi atau pertanggungjawabannya
perbuatan kealpaan atau kelalaian yang mengakibatkan matinya seseorang diartikan
dengan pembunuhan tidak disengaja, para pendapat jumhur ahli fiqih berpendapat
bahwa akibat hukum dari pembunuhan yang tidak disengaja adalah
pertanggungjawabannya  dikenakan wajib diyat dan kafarat. Bagi yang melakukan
praktik ilmu kedokteran tanpa ilmu, maka ia wajib bertanggungjawab dan mengganti
rugi.
Implikasi dari penelitian ini adalah; 1) sebaiknya para penegak hukum bisa
lebih tegas dalam membuat tuntutan atau putusan, karena pidana denda saja belum
cukup dalam mencegah dokter yang lain melakukan tindak pidana yang sama,
mengingat pidana denda tidak sebanding dengan kerugian yang telah diderita pasien.
2) bagi penegak hukum sebaiknya benar-benar mempelajari kasus yang ditanganinya




A. Latar Belakang Masalah
Negara Indonesia bercita-cita melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Cita-cita negara
yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia ini tercantum dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke-3.1.
Kesejahteraan yang dimaksud dalam cita-cita Indonesia cakupannya luas,
termasuk dalam kesejahteraan dalam bidang kesehatan baik secara fisik dan
mental.2Untuk mewujudkan terciptanya dalam bidang kesehatan, diperlukan adanya
berbagai upaya di bidang kesehatan.Akan tetapi upaya di bidang kesehatan tersebut
sangat riskan bila dilakukan oleh tenaga medis, khususnya Dokter yang kurang
memiliki kehati-hatian atau kompetensi.
Dokter sebagai profesi luhur di tuntut memiliki etika, moral, dan keahlian
dalam melaksanakan praktek kedokteran yang merupakan rangkaian kegiatan yang
dilakukan oleh Dokter dan Dokter Gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya
kesehatan. Bentuk konkret dalam tuntutan tersebut dapat terlihat dalam kewajiban
Dokter yang tercantum dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004
Tentang Praktek Kedokteran yaitu: (1) memberikan pelayan medis sesuai dengan
1Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2Republik Indonesia, Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1
2standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien; (2)
merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau
kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau
pengobatan; (3) merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien,
bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia; (4) melakukan pertolongan darurat
atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang mampu
bertugas dan mampu melakukannya; (5) menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti
perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.
Cara bekerja Dokter dalam menangani seorang pasien adalah antara
“kemungkinan” dan “ketidakpastian” karena tubuh manusia bersifat kompleks dan
tidak dapat dimengerti sepenuhnya. Belum diperhitungkan variasi yang terdapat pada
setiap pasien: usia, tingkat penyakit, sifat penyakit, komplikasi dan hal-hal lain yang
bisa mempengaruhi hasil yang bisa diberikan oleh dokter.3Oleh karena sifat
“kemungkinan” dan “ketidakpastian” dari pengobatan itulah maka Dokter yang
berhati-hati dan tidak kompeten di bidangnya bisa menjadi berbahaya bagi pasien.
Demi melindungi masyarakat dari praktek pengobatan yang kurang bermutu inilah
diperlukan adanya hukum kedokteran.
Hukum kedokteran atau hukum kesehatan merupakan cabang ilmu yang
masih tergolong muda, terutama bagi khasanah hukum nasional Indonesia. Sampai
sekarang, hukum kedokteran di Indonesia belum bisa dirumuskan secara mandiri,
sehingga batasan-batasan mngenai malapraktik belum bisa dirumuskan, sehingga isi
3Guwandi, J..Pengantar Ilmu Hukum dan Bio-etika.(Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas
Indonesia, 2009), h. 14
3pengertian dan batasan-batasan malapraktik kedokteran belum seragam, bergantung
pada sisi mana orang memandangnya.4
Cukup banyak literatur yang membicarakan malapraktik kedokteran, baik
yang ditulis secara khusus maupun sepintas, dan diketahui bahwa pengertian
malapraktik belum ada keseragaman pendapat. Keadaan tersebut dapat di maklumi
mengingat disamping belum adanya hukum normatif (berdasarkan UU) yang
mengatur mengenai malapraktik kedokteran, juga karena latar belakang keahlian dan
penggunaan sudut pandang yang berbeda dari setiap penulis. Ahli hukum sekalipun
mempunyai berbagai cara pandang terkait malapraktik kedokteran. Pandangan
masing-masing ahli hukum juga dipengaruhi oleh disiplin ilmu hukum yang
dimilikinya. Dengan kata lain malapraktik kedokteran acap kali dipandang dari salah
satu disiplin ilmu hukum saja. Selain itu, penguasaan hukum yang tidak sama juga
menyebabkan perbedaan pandangan terhadap malpraktik kedokteraan.
Malpraktek (malapraktek) atau malpraktik terdiri dari suku kata mal dan
praktik atau praktek. Mal berasal dari kata Yunani, yang berarti buruk. Praktik berarti
menjalankan perbuatan yang tersebut dalam teori atau menjalankan pekerjaan
(profesi).5 Jadi, malpraktik berarti menjalankan pekerjaan yang buruk kualitasnya.
Sedangkan dari sudut harfiah istilah malapraktik atau malpractice, atau malapraxis
artinya praktik yang buruk (bad practice) atau praktik yang jelek.6 “The term
malpractice has a broad connotation and is employed generally to designate bad
4Achadiat, Crisdiono. Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam Tantangan
Zaman.(Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 34
5Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 110.
6Hermin Hadiati Koeswadji, Hukum Kedokteran, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), h.
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4practice, sometimes called malapraxis, in the treatment of a patient”.7 Dikatakan
buruk, karena salah dan menyimpang dari yang seharusnya. Jika kata “malapraktik”
dihubungkan dengan kata “dokter”, menjadi malapraktik dokter atau malapraktik
kedokteran. Istilah malapraktik kedokteran [medical malapractice] pertama kali
digunakan oleh Sir William Blackstone ketika beliau menulis tahun 1768, dan
menyatakan bahwa: “.... that, malapraxis is great misdemeanour and offence at
common law, whether it be for curiosity or experiment, or by neglect; because it
breaks the trust which the party had placed in his physician, and tends to the
patient’s destruction”.8 Malapraktik kedokteran adalah istilah hukum, yang dari
sudut harfiah pun artinya praktik kedokteran yang buruk atau yang jelek, karena salah
atau menyimpang dari yang semestinya dan lain sebagainya.
Malapraktik dilakukan secara sadar atau tidak, bisa terjadi pada berbagai
profesi, seperti advokat, akuntan, wartawan, pengacara, perbankan.dalam pandangan
masyarakat, bahwa setiap praktik atau pekerjaan profesional dokter yang
menimbulkan kerugian seolah-olah dokter telah bersalah, tanpa menilai bagaimana
faktor subjektif (batin) dokter yang memengaruhi perbuatan. Pandangan malapraktik
kedokteran tidak dapat sekedar menialai wujud perbuatan dokter dan akibatnya tanpa
menilai juga unsur sikap batin pelakunya. 9
Pandangan malapraktik kedokteran yang dikaitkan pada faktor tanpa
wewenangn atau tanpa kompetensi, dapat diterima dari sudut hukum administrasi
7Emanuel Hayt, Legal Aspects of Medical Record, (Physicians Record Company,1964).
8John Healy, Medical Negligence Common Law Perspectives(LondonSweet &Maxwell,
1991)
9Oemar Seno Adji, Profesi Dokter, (Jakarta: PT. Erlangga,1991), h. 15
5kedokteran. Kesalahan dokter karena tidak memiliki Surat Izin Praktik (SIP) atau
tidak memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan lain sebagainya, pada dasarnya
merupakan pelanggaran hukum administrasi. Kenyataannya pelanggaran administrai
itu menjadi tindak pidana karena diberikan ancaman pidana. Meskipun praktik dokter
yang melanggar hukum administrasi kedokteran dapat dipidana, tapi hal itu bukan
termasuk malapraktik kedokteran. Namun pelanggaran semacam itu tetap berpotensi
menimbulkan malapraktik kedokteran. Karena pelanggaran administrasi kedokteran
merupakan salah satu tempat/letak sifat melawan hukumnya malapraktik
kedokteran.10
B. Rumusan Masalah
Setelah diuraikan mengenai latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan
pokok masalah yang akan menjadi obyek pembahasan. Dengan demikian, maka
penulis memperoleh beberpa rumusan masalah, yakni :
1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana malpraktek oleh tenaga medis
berdasarkan hukum positif?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana malpraktek oleh tenaga medis
berdasarkan hukum Islam?
C. Pengertian Judul
Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mendefenisikan dan
memahami permasalahan ini, maka akan dipaparkan beberapa pengertian yang telah
dikemukakan dalam penulisan judul. Adapuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
10Hermien Hadiati Koeswadji, Hukum Kedokteran, (Bandung: Citra AdityaBakti, 1998), h.
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61. Pertanggungjawaban Tindak Pidana, dalam pengertian tindak pidana tidak
termasuk pertanggungjwaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada
dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang
melakukan tindak pidana belum tentu dijatuhi pidana sebagaimana yang
diancamkan, hal ini tergantung pada “apakah dalam melakukan perbuatan ini
orang tersebut mempunyai kesalahan“, yang merujuk kepada asas dalam
pertanggungjawaban dalam hukum pidana : “tidak dipidana jika tidak ada
kesalahan ( geen straf zonder schuld ; actus non facit reum nisi mens sir rea )“.
Asas ini memang tidak diatur dalam hukum tertulis tapi dalam hukum tidak
tertulis yang juga berlaku di Indonesia. Namun lain halnya dengan hukum
pidana fiskal, yang tidak memakai kesalahan. Jadi jika orang telah melanggar
ketentuan, dia diberi pidana denda atau dirampas. Pertanggung jawaban tanpa
adanya kesalahan dari pihak yang melanggar dinamakan leer van het materiele
feit (fait materielle).11
2. Malpraktik, adalah kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga
kesehatan dalam melaksanakan profesinya yang tidak sesuai dengan standar
profesi dan standar prosedur operasional, akibat kesalahan atau kelalaian
tersebut pasien menderita luka berat, cacat bahkan meninggal dunia.12
3. Tenaga Medis, Tenaga medis adalah tenaga ahli kedokteran dengan fungsi
utamanya adalah memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan mutu
sebaik-baiknya dengan menggunakan tata cara dan teknik berdasarkan ilmu
kedokteran dan etik yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan. Menurut
11Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 7
12 Ray Pratama Siadari, Pengertian dan Unsur-Unsur Malpraktek, (Jakarta: Sinar Grafika,
2013), h. 10
7Permenkes No.262/1979 yang dimaksud dengan tenaga medis adalah lulusan
Fakultas Kedokteran atau Kedokteran Gigi dan "Pascasarajna" yang
memberikan pelayanan medik dan penunjang medic.13 Sedangkan menurut PP
No. 32 Tahun 1996 Tenaga Medik termasuk tenaga kesehatan. Sedangkan,
berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996
tentang Tenaga Kesehatan tersebut, yang dimaksud dengan tenaga medis
meliputi dokter dan dokter gigi. Tenaga medis adalah mereka yang profesinya
dalam bidang medis yaitu dokter, physician (dokter fisit) maupun dentist (
dokter gigi ).
4. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan
Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini
berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Menurut
penyusun dalam hal ini hukum Islam diperuntuhkan kepada semua ummat yang
beragama Islam sebagai batasan-batasan ataupun petunjuk dalam bertingkah
laku menjalani kehidupannya serta sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah
Allah Swt dan Rasul-Nya.14
D. Kajian Pustaka
Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa literatur yang dijadikan acuan dasar,
antara lain:
1. Marwan Mas, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, dalam buku ini
membahas mengenai pengertian pengantar ilmu hukum,asas-asas hukum,sistem
13Bahar Azwar, Sang Dokter, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2002), h. 20
14Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam, (Padang: Angkasa Raya,
1993), h. 18
8hukum dan teori-teori ilmu hukum serta membahas beberapa hal penting
mengenai berbagai perubahan undang-undang dan perkembangan dunia hukum.
2. Veronica dalam bukunya Hukum Etika Dalam Praktik Dokter memberikan
definisi mengenai malpraktik ebagai berikut; “istilah malpraktik berasal dari
kata malpractice yang pada hakikatnya adalah kesalahan dalam menjalankan
profesi yang timbul sebagai akibat adanya kewajiban-kewajiban yang di harus
dilakukan oleh dokter. Lanjut J Guwandi menyebutkan bahwa; “Malpraktik
adalah istilah yang memiliki konotasi buruk bersifat stigmatis, menyalahkan.
Praktik buruk dari seseorang yang memegang profesi dalam arti umum seperti
dokter, ahli hukum akuntan, dokter gigi, dokter hewan dan sebagainya. Apabila
di tujukan kepada profesi medis maka disebut malpraktik medik.
3. Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., SM., M.Hum, dalam bukunya yang berjudul
Hukum Kesehatan menerangkan bahwa, Pada dasarnya kesalahan atau
kelalaian dokter dalam melaksanakan profesi medis, merupakan suatu hal yang
penting untuk di bicarakan, hal ini disebabkan akibat kesalahan atau kelalaian
tersebut mempunya dampak yang sangat merugikan.15 Sebagaimana di uraikan
sebelumnya, hukum pidana menganut asas  “Tiada Pidana tanpa Kesalahan”.
Selanjutnya dalam pasal 2 KUHP disebutkan “ketentuan pidana dalam
perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan
suatu delik di Indonesia”. Perumusan dalam pasal ini menentukan bahwa setiap
15Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan “Pertanggungjawaban Dokter”,(Jakarta:
Deleader, 2001). h, 50
9orang yang berada dalam wilayah hukum Indonesia, dapat dimintakan
pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang dibuatnya.16
4. Setiap tenaga medis harus memenuhi kewajiban sebagai tenaga medis yang
diturunkan dari syarat legal yang tidak melawan hukum, yaitu kewajiban yang
timbul dari sifat perawatan medis. Setiap tenaga medis, harus berpraktik sesuai
dengan standar profesi medis, yaitu bertindak secara teliti dan hati hati sesuai
dengan standar medis/ketentuan yang baku menurut ilmu Kedokteran.
Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2014, pengelompokan Tenaga Kesehatan
adalah sebagai berikut:
a. Tenaga medis meliputi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis.
b. Tenaga psikologi klinis ialah psikolog klinis.
c. Tenaga keperawatan terdiri atas berbagai jenis perawat.
d. Tenaga kebidanan ialah bidan.
e. Tenaga kefarmasian meliputi apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.
f. Tenaga kesehatan masyarakat terdiri atas epidemiolog kesehatan, tenaga promosi
kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan
kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan
reproduksi dan keluarga.
g. Tenaga kesehatan lingkungan terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan, entomolog
kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan.
16Lamintang, P.A.F, .Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: PT.Sinar Baru, 1984).
h, 20
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h. Tenaga gizi terdiri atas nutrisionis dan dietisien.
i. Tenaga keterapian fisik terdiri atas fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan
akupunktur.
j. Tenaga keteknisian medis terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan,
teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien / optometris,
teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologis.
k. Tenaga teknik biomedika terdiri atas radiografer, elektromedis, ahli teknologi
laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis, dan ortotik prostetik.
l. Tenaga kesehatan tradisional terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan dan
tenaga kesehatan tradisional keterampilan.
m. Tenaga kesehatan lain terdiri atas tenaga kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri
yang membindangi urusan kesehatan.
Dari uraian beberapa pengertian mengenai tenaga medis tersebut, maka dapat
ditarik pokok pemahaman bawah tenaga medis adalah setiap orang yang
mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan
keterampilan melalui pendidikan dalam bidang kesehatan jenis tertentu yang
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
5. Malpraktek yang menjadi penyebab dokter bertanggung-jawab secara profesi
bisa digolongkan sebagai berikut:
a. Tidak memiliki atau mempunyai keahlian (jahil).
Yang dimaksudkan di sini adalah melakukan praktek pelayanan kesehatan
tanpa memiliki keahlian, baik tidak memiliki keahlian sama sekali dalam bidang
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kedokteran, atau memiliki sebagian keahlian tapi bertindak di luar keahliannya.
Orang yang tidak memiliki keahlian di bidang kedokteran kemudian nekat membuka
praktek, telah disinggung oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam sabda beliau:
 ﱠﺒَﻄَﺗ ْ ﻦ َﻣ ٌﻦ ِﻣﺎ َﺿ َ ُﻮَﮭﻓ ، َ ِﻚﻟ َذ َ ﻞَْﺒﻗ ﱞ ﺐ ِط ُﮫْﻨ ِ ﻣ ْ َﻢﻠ ْ ُﻌﯾ ْ َﻢﻟ َ و َ ﺐ
Artinya:
“Barang siapa yang praktek menjadi dokter dan sebelumnya tidak diketahui
memiliki keahlian, maka ia bertanggung-jawab”
Kesalahan ini sangat berat, karena menganggap remeh kesehatan dan nyawa
banyak orang, sehingga para Ulama sepakat bahwa mutathabbib (pelakunya) harus
bertanggung-jawab, jika timbul masalah dan harus dihukum agar jera dan menjadi
pelajaran bagi orang lain.
b. Menyalahi Prinsip-Prinsip Ilmiah (Mukhâlafatul Ushûl Al-‘Ilmiyyah)
Yang dimaksud dengan pinsip ilmiah adalah dasar-dasar dan kaidah-kaidah
yang telah baku dan biasa dipakai oleh para dokter, baik secara teori maupun praktek,
dan harus dikuasai oleh dokter saat menjalani profesi kedokteran.
Para ulama telah menjelaskan kewajiban para dokter untuk mengikuti prinsip-
prinsip ini dan tidak boleh menyalahinya.Imam Syâfi’i rahimahullah –misalnya-
mengatakan: “Jika menyuruh seseorang untuk membekam, mengkhitan anak, atau
mengobati hewan piaraan, kemudian semua meninggal karena praktek itu, jika orang
tersebut telah melakukan apa yang seharusnya dan biasa dilakukan untuk maslahat
pasien menurut para pakar dalam profesi tersebut, maka ia tidak bertanggung-
jawab.Sebaliknya, jika ia tahu dan menyalahinya, maka ia bertanggung-jawab”.
Bahkan hal ini adalah kesepakatan seluruh Ulama, sebagaimana disebutkan oleh
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Ibnul Qayyim rahimahullah.17 Hanya saja, hakim harus lebih jeli dalam menentukan
apakah benar-benar terjadi pelanggaran prinsip-prinsip ilmiah dalam kasus yang
diangkat, karena ini termasuk permasalahan yang pelik.
1. Ketidak sengajaan (Khatha’) maksudnya ialah kejadian (tindakan) yang orang
tidak memiliki maksud di dalamnya. Misalnya, tangan dokter bedah terpeleset
sehingga ada anggota tubuh pasien yang terluka. Bentuk malpraktek ini tidak
membuat pelakunya berdosa, tapi ia harus bertanggungjawab terhadap akibat
yang ditimbulkan sesuai dengan yang telah digariskan Islam dalam bab jinayat,
karena ini termasuk jinayat khatha’ (tidak sengaja).
2. sengaja menimbulkan bahaya (I’tida’) maksudnya adalah membahayakan
pasien dengan sengaja. Ini adalah bentuk malpraktek yang paling buruk.Tentu
saja sulit diterima bila ada dokter atau paramedis yang melakukan hal ini,
sementara mereka telah menghabiskan umur mereka untuk mengabdi dengan
profesi ini. Kasus seperti ini terhitung jarang dan sulit dibuktikan karena
berhubungan dengan isi hati orang. Biasanya pembuktiannya dilakukan dengan
pengakuan pelaku, meskipun mungkin juga factor kesengajaan ini dapat
diketahui melalui indikasi-indikasi kuat yang menyertai terjadinya malpraktek
yang sangat jelas. Misalnya, adanya perselisihan antara pelaku malpraktek
dengan pasien atau keluarganya.
3. Hamzah Hasan dalam bukunya Hukum Pidana Islam 1 .dalam buku ini
menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Jinayah (hukum pidana)
mulai dari asas legalitasnya, bentuk-bentuk tindak pidana  serta pertanggung
17HR. Abu  Dawud no. 4575, an-Nasai’ no. 4845 dan Ibnu Majjah no. 3466. Hadist Hasan.
Lihat Silsilah al-Ahadist ash-Shahihah no. 635
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jawaban pidana menurut hukum islam. Dalam buku ini pula membahas
mengenai hukuman dari tindak pidana hukum islam baik dasar , tujuan, syarat-
syarat, serta macam-macam hukuman bagi pelaku jarimah.
4. Mahrus Ali, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana, dalam buku ini beliau
memaparkan mengenai hal-hal dasar dari hukum pidana nasional sebelum dan
Pasca kemerdekaan, serta membahas mengenai sejarah perkembangan hukum
pidana indonesia yang merupakan peninggalan kolonial belanda dengan
karakternya yang tertulis (written law).18
E. Metodologi Penelitian
Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf
keilmuan. Penelitian merupakan aktivitas menelaah suatu masalah dengan
menggunakan metode ilmiah secara terancang dan sistematis untuk untuk
menemukan pengetahuan baru yang terandalkan kebenarannya (objektif dan sahih)
mengenai dunia alam dan dunia sosial, penelitian dimaknai sebagai sebuah proses
mengamati fenomena secara mendalam dari dimensi yang berbeda. Penelitian adalah
proses sebuah ketika seseorang mengamati fenomena secara mendalam dan
mengumpulkan data dan kemudian menarik beberapa kesimpulan dari data tersebut.19
Metodologi merupakan sistem panduan untuk memecahkan persoalan dengan
komponen spesifikasinya adalah bentuk, tugas, metode, tekhnik dan alat. Dengan
demikian, Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan
prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu.
18Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2015), h, 22




Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian
kepustakaan yang disebut pula dengan istilah Library Researchyaitupenelitian yang
menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum, kitab undang-undang
hukum pidana (KUHP), kitab fikih, jurnal dan literatur yang berkaitan atau relevan
dengan objek kajian.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan
normatif, artinya berupaya mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau
kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.20
Dalam hal ini hukum yang dikonsepkan tersebut mengacu pada dalil-dalil Al-Qur’an
dan hadis sebagai dasar hukum yang berlaku dalam hukum Islam serta Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang yang yerkait sebagai hukum nasional
yang berlaku di Indonesia.
a. Pendekatan Syar’i.
Pendekatan syar’i dilakukan dengan menggunakan hukum terkhusus pada
hukum islam dengan cara menjelaskan hukum-hukum yang berhubungan dengan
yang diteliti.
b. Pendekatan Yuridis Normatif.
Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang memandang hukum
sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat  normatif (law in book).
20Muhammad Abdul Kadir ,Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti,
2004), h. 24
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Pendekatan ini dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian hukum
kepustakaan. Dalam hal ini penulis menganalisis asas-asas hukum, norma-norma
hukum dan pendapat para sarjana.
c. Pendekatan Medis.
Pendekatan medis, yakni berdasarkan pengadaan kualitas medis sebelum diperluas
dengan penyelesaian melalui pendekatan hukum berdasarkan perkembangan hukum
kesehatan.
3. Sumber Data
Dalam penelitian ini digunakan sumber data primer yang berasal dari literatur-
literatur bacaan antara lain dari kitab-kitab, buku bacaan, naskah sejarah, sumber
bacaan media massa maupun sumber bacaan lainnya. Dalam pengumpulan dari
sumber bacaan digunakan dua metode kutipan sebagai berikut:
a. Kutipan Langsung
Penulis langsung mengutip pendapat atau tulisan orang lain secara langsung
sesuai dengan aslinya, tanpa sedikitpun merubah susunan redaksinya. Mengutip
secara langsung dapat diartikan mengutip pendapat dari sumber aslinya.
b. Kutipan tidak langsung
Kutipan tidak langsung merupakan kutipan tidak menurut kata-kata, tetapi
menurut pokok pikiran atau semangatnya, dan dinyatakan dalam kata-kata dan bahasa
sendiri. Penulisan kutipan tidak langsung panjang dan pendek juga akan dibedakan
untuk kepentingan kejelasan.
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4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
a. Pengolahan Data
Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data
yang diperoleh kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan,
rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini antara
lain sebagai berikut:
1) Identifikasi data  adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai dengan
judul skripsi yang memiliki hubungan yang relevan. Data yang diambil adalah
data yang berhubungan dengan fakta terkait dengan pertanggungjawaban
seorang dokter yang melakukan malpraktik dalam Hukum Nasional dan Hukum
Islam yaitu landasan pemidanaan dalam kasus malpraktik kedokteran.
2) Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan
pembahasan agar pembuatan dan  penulisan skripsi menjadi efektif dan mudah
untuk dipahami oleh para pembaca serta tidak berputar-putar dalam membahas
suatu masalah.
3) Editing data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan
untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan
dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini
dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan faktual sesuai
dengan literatur yang didapatkan dari sumber bacaan.
b. Analisis Data
Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah
berdasarkan data yang diperoleh.Analisis yang digunakan yaitu analisis data
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kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja
dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat
dikelolah, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang
penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali
dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan.
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu:
a. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Malpraktik dalam dunia
kedokteran
b. Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana bagi
pelaku malpraktek yang dilakukan oleh tenaga medis dari segi hukum positif.
c. Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana bagi
pelaku malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis dari segi hukum islam.
2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis  penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan
dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum umumnya dan hukum Islam khususnya,
sehingga dapat memberikan dorongan untuk mengkaji lebih kritis dan serius lagi
mengenai berbagai permasalahan dalam dunia hukum, terutama hukum Islam dan




1) Dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang pertanggung jawaban
pidana malpraktik kedokteran.
2) Dengan mengetahui fakta konsekuensi yang akan didapatkan apabila
melakukan ini diharapkan untuk adanya kesadaran kepada para Dokter untuk
tidak melakukan tindak pidana malpraktik..
3) Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak yang terkait dalam
menangani masalah tindak pidana menurut hukum Islamdan hukum nasional.
Dengan adanya penelitian ini maka akan menambah referensi bagi pengajar
maupun pelajar mengenai malpraktik dalam dunia kedokteran dan pemidanaanya.
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BAB II
MALPRAKTIK DALAM DUNIA KEDOKTERAN
A.Malpraktik
1. Definisi Malpraktik.
Malpraktik merupakan istilah yang sangat umum sifatnya dan tidak selalu
berkonotasi yuridis. Secara harfiah istilah malpraktik  atau malpractice, atau
malapraxis artinya praktik yang buruk (bad practice) atau praktik yang jelek.1“The
term malpractice has a broad connotation and is employed generally to designate
bad practice, sometimes called malapraxis is the treatment of patient”.2Dikatakan
buruk, karena salah dan menyimpang dari yang seharusnya. Jika kata “malpraktik”
dihubungkan dengan kata “Dokter” menjadi malpraktik dokter, atau malpraktik
kedokteran.
Istilah malpraktik kedokteran (medical malpractice) pertama kali digunakan
oleh Sir William Blacktone ketika beliau menulis tahun 1768, dan menyatakan bahwa
“..... that malpraxis is great misdemeanour and offence at common law, whether it be
for curiousity or experiment, or by neglect; because it breaks the trust which the
party bad placed in his physicians, and tends to the patient’s destruction”.3
1Hermin Hadiati Koeswadji, Hukum Kedokteran, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), h.
123.
2Emanuel Hayt, Legal Aspects of Medical Record, (Illinois: Physicians’ Record Company,
1964) h. 329
3 John Healy, Medical Negligence Common Law Perspectives, (London: Sweet & Maxwell,
1999), h. 39
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Sedangkan definisi malpraktik profesi kesehatan adalah kelalaian dari seorang
dokter atau perawat untuk mempergunakan tingkat kepandaian dan ilmu pengetahuan
dalam mengobati dan merawat pasien, yang lazim dipergunakan terhadap pasien atau
orang yang terluka menurut ukuran dilingkungan yang sama.
Malpraktik juga dapat diartikan sebagai tidak terpenuhinya perwujudan hak-
hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik, yang biasa terjadi dan
dilakukan oleh oknum yang tidak mau mematuhi aturan yang ada karena tidak
memberlakukan prinsip-prinsip transparansi atau keterbukaan,dalam arti, harus
menceritakan secara jelas tentang pelayanan yang diberikan kepada konsumen, baik
pelayanan kesehatan maupun pelayanan jasa lainnya yang diberikan.
Dalam memberikan pelayanan wajib bagi pemberi jasa untuk
menginformasikan kepada konsumen secara lengkap dan komprehensif semaksimal
mungkin. Namun, penyalah artian malpraktik biasanya terjadi karena ketidaksamaan
persepsi tentang malpraktik.
Ada beberapa pendapat dari kalangan para ahli atau doktrin yang memberikan
batasan pengertian serta makna dari istilah malpraktik medik atau medical
malpractice seperti berikut:
1. Malpraktek berasal dari kata "malpractice" yang pada hakekatnya adalah
kesalahan dalam menjalankan profesi yang timbul sebagai akibat adanya
kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dokter. Dengan demikian medical
malpractice atau kesalahan dalam menjalankan profesi medik yang tidak sesuai
dengan standar profesi medik dalam menjalankan profesinya.4
4Veronika Komalasari, Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter, (Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan, 1998), h. 87
21
2. Malpraktek adalah, setiap sikap tindak yang salah, kekurangan keterampilan
dalam ukuran tingkat yang tidak wajar.Istilah ini umumnya dipergunakan
terhadap sikap tindak dari para dokter, pengacara dan akuntan.Kegagalan untuk
memberikan pelayanan profesional dan melakukan pada ukuran tingkat
keterampilan dan kepandaian yang wajar di dalam masyarakatnya oleh teman
sejawat rata-rata dari profesi itu, sehingga mengakibatkan luka, kehilangan atau
kerugian pada penerima pelayanan tersebut yang cenderung menaruh
kepercayaan terhadap mereka itu.Termasuk di dalamnya setiap sikap tindak
profesional yang salah, kekurangan keterampilan yang tidak wajar atau kurang
kehati-hatian atau kewajiban hukum, praktek buruk atau ilegal atau sikap
immoral.5
3. Malpractice secara harfiah berarti bad practice atau praktek buruk yang
berkaitan dengan praktek penerapan ilmu dan teknologi medik dalam
menjalankan profesi medik yang mengandung ciri-ciri khusus. Karena
malpraktek berkaitan dengan "how to practice the medical science and
technology", yang sangat erat hubungannya dengan sarana kesehatan atau
tempat melakukan praktek dan orang yang melaksanakan.6
4. John D Blum memberikan rumusan tentang medical malpractice sebagai "a
form of professional negligence in which measrable injury occurs to a plaintiff
patient as the direct result of an act or ommission by the defendant
practitioner" (malpraktek medik merupakan bentuk kelalaian profesi dalam
5Syahrul Machmud, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga
Melakukan Medikal Malpraktek, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 23.
6Hermien Hadiati Koeswadji, Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam
Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak, (Bandung: Citra Aditya bakti, 1996), h. 124
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bentuk luka atau cacat yang dapat diukur yang terjadinya pada pasien yang
mengajukan gugatan sebagai akibat langsung dari tindakan dokter).7
5. Malpraktik medis menurut pendapat Vorstman dan Hector Trueb adalah
“Seorang Dokter melakukan kesalahan profesi jika ia tidak melakukan
pemeriksaan, tidak mendiagnosis, tidak melakukan sesuatu atau tidak
membiarkan sesuatu yang oleh Dokter yang baik dan pada umumnya dan pada
situasi kondisi yang akan melakukan pemeriksaan dan mendiagnosis serta
melakukan atau membiarkan sesuatu tersebut”.8
6. Malpraktek Medis adalah, kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan
tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam
mengobati pasien atau orang yang terluka menurut ukuran dilingkungan yang
sama.9
Setelah mencermati pengertian dan unsur-unsur pengertian malpraktik medik
dari para ahli (doktrin) diatas, maka secara definitif tidak kita dapati pengertian
malpraktek ini dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek
Kedokteran, demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan. Akan tetapi makna atau pengertian malpraktek10 justru kita dapati dalam
7Hermien Hadiati Koeswadji, Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam
Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak, h. 122-123
8Veronika Komalasari, Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter, (Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan, 1998), h. 130.
9M. Yusuf Hanafiah & Amri Amir, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehtan, (Jakarta: EGC,
1999), h. 87
10Republik Indonesia, Undang-Undang No. 6 tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 11
ayat 1 huruf b. Melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh tenaga kesehatan,
baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan.
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Pasal 11b dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tersebut.
Mengacu dari berbagai pendapat diatas maka dapat dikatakan bahwa, seorang
dokter telah melakukan praktek yang buruk manakala dia karena dengan sengaja atau
akibat kelalaian tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan baik
dalam kode etik kedokteran, standar profesi, maupun standar pelayanan medik, yang
berakibat pasien mengalami kerugian.
2. Syarat-syarat Malpraktik Medis.
Untuk melihat apakah tindakan yang dilakukan dokter dalam menjalankan
profesinya tersebut apakah malpraktik atau bukan Leenen sebagaimana dikutip oleh
Fred Ameln menyebutkan lima kriteria yang bisa disebutkan, yaitu:
a. Berbuat secara teliti/seksama (zorgvuldig hendelen) dikaitkan dengan kelalaian
(culpa). Bila seorang dokter yang berindak onvoorzictegh, tidak teliti, atau tidak
berhati-hati, maka ia memenuhi unsur kelalaian.
b. Tindakan yang dilakukan sesuai dengan ukuran ilmu medik (volgens de medische
standaard). Ukuran medis ini ditentukan oleh ilmu pengetahuan medis. Pengertian
ukuran medis dapat dirumuskan suatu cara perbuatan medis tertentu dalam suatu
kasus yang konkret, menurut suatu ukuran tertentu, ukuran dimana didasarkan
pada ilmu medis dalam pengalaman dalam ilmu medis. Harus disadari bahwa
sukar sekali untuk memberi suatu yang kriterium yang sama persis untuk dipakai
pada tiap perbuatan medik, karena situasi dan kondisi dan juga karena reaksi para
pasien berbeda-beda.
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c. Kemampuan rata-rata (average) dibanding kategori keahlian medis yang sama
(gemiddelde bewaamheid van gelijke medische categorie). Sesuai dengan seorang
dokter yang memiliki kemampuan average atau rata-rata dibandingkan dengan
dokter dari keahlian medik yang sama. Sebagai dokter yang memiliki kemampuan
rata-rata dibandingkan dengan dokter yang memiliki keahlian medik yang sama.
Dalam hal ini bidang hukum menggunakan ukuran minimal rata-rata dimana
kemampuan didasarkan atas pendapat para saksi-saksi ahli dari kelompok keahlian
yang sama, misalnya pada kasus dokter umum, saksinya dokter umum pula.
d. Dalam situasi dan kondisi yang sama (gelijke omstandigheden) unsur ini terdapat
rumusan Supreme Court Of Canada tersebut tetapi terdapat pada rumusan Daniel
Robert pada practising in the same of similiar locality. Dalam situasi dan kondi
yang sama misalnya paktek di Puskesmas berbeda dengan di rumah sakit tipe A
seperti Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo (RSCM).
e. Saran upaya (middelen) yang sebanding/proporsional, dengan tujuan konkret
tindakan/perbuatan medis tersebut (tot het concreet hendelingsdoel).
Dengan saran upaya yang memenuhi perbandingan yang wajar
dibandingkan dengan tujuan konkret tindakan medis tersebut. Hal ini dapat
dikaitkan dengan tindakan diagnostik, terapeutik dan dengan peringanan penderita
dan pula dengan tindakan preventif. Dokter harus menjaga adanya suatu
keseimbangan antara tindakan dan tujuan yang ingin ia capai dengan tindakan itu.
Jika misalnya ada suatu tindakan diagnostik, yang berat dilakukan pada suatu
penyakit yan relatif ringan sekali, maka hal ini tidak memenuhi prinsip
keseimbangan (diagnostic overskill). Hal inipun dapat terjadi di bidang terapi
(theraphy overskill), maupun di bidang keperawatan (care overskill). Dokter selalu
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harus membandingkan tujuan tindakan mediknya dengan resiko tindakan tersebut
dan berusaha untuk resiko yang terkecil.
Dalam unsur inipun disebut bahwa ada upaya sarana yang wajar jika
dibandingkan dengan tujuan konkret tindakan medis tersebut. Pada umumnya
dapat dikatakan bahwa para dokter wajib melakukan perbuatan medik sesuai
dengan tujuan Ilmu Kedokteran. Tindakan diagnostik maupun tindakan terapeutik
secara nyata ditujukan pada perbaikan situasi pasien. Unsur ini bisa dikaitkan
dengan defensive medicine, baik dalam bidang diagnostik, terapeutik, maupun
perawatan yang segalanyan dilakukan dengan cara berlebihan karena takut salah.11
B. Tenaga Medis.
Tenaga medis adalah tenaga ahli kedokteran dengan fungsi utamanya adalah
memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan mutu sebaik-baiknya dengan
menggunakan tata cara dan teknik berdasarkan ilmu kedokteran dan etik yang berlaku
serta dapat dipertanggungjawabkan.12
Menurut Permenkes No.262/1979 yang dimaksud dengan tenaga medis adalah
lulusan Fakultas Kedokteran atau Kedokteran Gigi dan "Pascasarajna" yang
memberikan pelayanan medik dan penunjang medik. Sedangkan menurut PP No.32
Tahun 1996 Tenaga Medik termasuk tenaga kesehatan. Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
tersebut, yang dimaksud dengan tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi.
11M. Yusuf Hanafiah & Amri Amir, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehtan, (Jakarta: EGC,
1999), h. 87
12Oemar Seno Adji, Profesi Dokter, (Jakarta: PT. Erlangga, 1991), h. 30
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Tenaga medis adalah mereka yang profesinya dalam bidang medis yaitu dokter,
physician (dokter fisit) maupun dentist ( dokter gigi ).
Sebagai general practioner dan specialis dalam berpraktik ada 3 norma yang
bersinambungan, yaitu norma etis, norma disiplin dan norma hukum. Standar profesi
medis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, yaitu:
1. adanya alasan yang mendasari dilakukannnya suatu tindakan medis.unsur ini
disebut sebagai indikasi medis, yaitu petunjuk berdasarkan pelaksanaan
menurut ilmu pengetahuan kedokteran dan pengalaman dokter bahawa suatu
tindakan harus dilakukan.
2. dengan cara bagaimana suatu tindakan medis dilakukan, apakah telah mengikuti
suatu prosedur yang standar / baku.
Tindakan medis yang telah memenuhi kedua hal tersebut disebut tindakan
medis lege artis, yaitu menurut kepandaian/peraturan/ilmu dan seni dalam pengertian
telah diterima dalam lingkup ilmu kedokteran/kalangan praktisi medis.
Setiap tenaga medis harus memenuhi kewajiban sebagai tenaga medis yang
diturunkan dari syarat legal yang tidak melawan hukum, yaitu kewajiban yang timbul
dari sifat perawatan medis. Setiap tenaga medis, harus berpraktik sesuai dengan
standar profesi medis, yaitu bertindak secara teliti dan hati hati sesuai dengan standar
medis/ketentuan yang baku menurut ilmu kedokteran.
Dari uraian beberapa pengertian mengenai tenaga medis tersebut, maka dapat
ditarik pokok pemahaman bawah tenaga medis adalah setiap orang yang
mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan
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keterampilan melalui pendidikan dalam bidang kesehatan jenis tertentu yang
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
C. Jenis-jenis Malpraktik.
1. Malpraktek Etik
Yang dimaksud dengan malpraktek etik adalah dokter melakukan tindakan
yang bertentangan dengan etika kedokteran. Sedangkan etika kedokteran yang
dituangkan da dalam KODEKI merupakan seperangkat standar etis, prinsip, aturan
atau norma yang berlaku untuk dokter.
Ngesti Lestari berpendapat bahwa malpraktek etik ini merupakan dampak
negative dari kemajuan teknologi kedokteran.Kemajuan teknologi kedokteran yang
sebenarnya bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pasien,
dan membantu dokter untuk mempermudah menentukan diagnosa dengan lebih cepat,
lebbih tepat dan lebih akurat sehingga rehabilitasi pasien bisa lebih cepat, ternyata
memberikan efek samping yang tidak diinginkan.
Efek samping ataupun dampak negative dari kemajuan teknologi kedokteran
tersebut antara lain:
a. Kontak atau komunikasi antara dokter dengan pasien semakin berkurang.
b. Etika kedokteran terkontaminasi dengan kepentingan bisnis.
c. Harga pelayanan medis semakin tinggi, dsb.
Contoh konkrit penyalahgunaan kemajuan teknologi kedokteran yang
merupakan malpraktek etik ini antara lain :
a. Dibidang diagnostic
Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan terhadap pasien kadangkala tidak
diperlukan bilamana dokter mau memeriksa secara lebih teliti.Namun karena
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laboratorium memberikan janji untuk memberikan “hadiah” kepada dokter yang
mengirimkan pasiennya, maka dokter kadang-kadang bisa tergoda juga mendapatkan
hadiah tersebut.
b. Dibidang terapi.
Berbagai perusahaan yang menawarkan antibiotika kepada dokter dengan janji
kemudahan yang akan diperoleh dokter bila mau menggunakan obat tersebut, kadang-
kadang juga bisa mempengaruhi pertimbangan dokter dalam memberikan terapi
kepada pasien. Orientasi terapi berdasarkan janji-janji pabrik obat yang sesungguhnya
tidak sesuai dengan indikasi yang diperlukan pasien juga merupakan malpraktek
etik.13
2. Malpraktek Yuridik
Soedjatmiko membedakan malpraktek yuridik ini menjadi :
a. Malpraktek Perdata (Civil Malpractice).
Terjadi apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak dipenuhinya isi
perjanjian (wanprestasi) didalam transaksi terapeutik oleh dokter atau tenaga
kesehatan lain, atau terjadinya perbuatan melanggar hukum (onrechmatige daad)
sehingga menimbulkan kerugian pada pasien. Adapun isi dari tidak dipenuhinya
perjanjian tersebut dapat berupa :
1) Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatan wajib dilakukan.
2) Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi terlambat
melaksanakannya.
13Munir Fuady, Sumpah Hippocrates Aspek Hukum Malpraktik Dokter, (Bandung: Citra Aditya Bakti),
2005, h. 20
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3) Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi tidak
sempurna dalam pelaksanaan dan hasilnya.
4) Melakukan apa yang menurut kesepakatannya tidak seharusnya dilakukan.
Sedangkan untuk perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum haruslah
memenuhi beberapa syarat seperti :
1) Harus ada perbuatan (baik berbuat naupun tidak berbuat)
2) Perbuatan tersebut melanggar hukum (baik tertulis maupuntidak tertulis)
3) Ada kerugian
4) Ada hubungan sebab akibat (hukum kausal) antara perbuatan yang melanggar
hukum dengan kerugian yang diderita.
5) Adanya kesalahan (schuld)
Sedangkan untuk dapat menuntut pergantian kerugian (ganti rugi) karena
kelalaian dokter, maka pasien harus dapat membuktikan adanya empat unsure
berikut:
1) Adanya suatu kewajiban dokter terhadap pasien.
2) Dokter telah melanggar standar pelayanan medik yang lazim.
3) Penggugat (pasien) telah menderita kerugian yang dapat dimintakan ganti
ruginya.
4) Secara faktual kerugian itu disebabkan oleh tindakan dibawah standar.
Namun adakalanya seorang pasien tidak perlu membuktikan adanya kelalaian
dokter. Dalam hukum ada kaidah yang berbunyi “res ipsa loquitor” yang artinya
fakta telah berbicara. Misalnya karena kelalaian dokter terdapat kain kasa yang
tertinggal dalam perut sang pasien tersebut akibat tertinggalnya kain kasa tersebut
timbul komplikasi paksa bedah sehingga pasien harus dilakukan operasi kembali.
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Dalam hal demikian, dokterlah yang harus membuktikan tidak adanya kelalaian pada
dirinya.
b. Malpraktek Pidana (Criminal Malpractice)
Terjadi apabila pasien meninggal dunia atau mengalami cacat akibat dokter
atau tenaga kesehatan lainnya kurang hati-hati atua kurang cermat dalam melakukan
upaya penyembuhan terhadap pasien yang meninggal dunia atau cacat tersebut.
1. Malpraktek pidana karena kesengajaan (intensional).
Misalnya pada kasus-kasus melakukan aborsi tanpa indikasi medis,
euthanasia, membocorkan rahasia kedokteran, tidak melakukan pertolongan pada
kasus gawat padahal diketahui bahwa tidak ada orang lain yang bisa menolong, serta
memberikan surat keterangan dokter yang tidak benar.
2. Malpraktek pidana karena kecerobohan (recklessness).
Misalnya melakukan tindakan yang tidak legeartis atau tidak sesuai dengan
standar profesi serta melakukan tindakn tanpa disertai persetujuan tindakan medis.
3. Malpraktek pidana karena kealpaan (negligence).
Misalnya terjadi cacat atau kematian pada pasien sebagai akibat tindakan
dokter yang kurang hati-hati atau alpa dengan tertinggalnya alat operasi yang didalam
rongga tubuh pasien.
4. Malpraktek Administratif (Administrative Malpractice).
Terjadi apabila dokter atau tenaga kesehatan lain melakukan pelanggaran
terhadap hukum Administrasi Negara yang berlaku, misalnya menjalankan praktek
dokter tanpa lisensi atau izinnya, manjalankan praktek dengan izin yang sudah
kadaluarsa dan menjalankan praktek tanpa membuat catatan medik.
Dua macam pelanggaran administrasi tersebut adalah:
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a. Pelanggaran hukum administrasi tentang kewenangan praktek kedokteran.
b. Pelanggaran administrasi mengenai pelayanan medis14
D. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Malpraktik.
Beberapa hal yang dapat menyebabkan seorang tenaga kesehatan melakukan
tindakan malpraktik medik, yaitu apabila tidak melakukan tindakan medisi sesuai
dengan :
1. Standar Profesi Kedokteran Dalam profesi kedokteran, ada tiga hal yang harus
ada dalam standar profesinya, yaitu kewenangan, kemampuan rata-rata dan
ketelitian umum.
2. Standar Prosedur Operasional (SOP) SOP adalah suatu perangkat instruksi/
langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin
tertentu.
3. Informed Consent Substansi informed consent adalah memberikan informasi
tentang metode dan jenis rawatan yang dilakukan terhadap pasien, termasuk
peluang kesembuhan dan resiko yang akan dialami oleh pasien.
Hubungan antara dokter dan pasien terjadi suatu kontrak (doktrin social-
contract), yang memberi masyarakat profesi hak untuk melakukan self-regulating
(otonomi profesi) dengan kewajiban memberikan jaminan bahwa profesional yang
berpraktek hanyalah profesional yang kompeten dan yang melaksanakan praktek
profesinya sesuai dengan standar. Sikap profesionalisme adalah sikap yang
bertanggungjawab, dalam arti sikap dan perilaku yang akuntabel kepada masyarakat,
baik masyarakat profesi maupun masyarakat luas (termasuk klien). Beberapa ciri
14Munir Fuady, Sumpah Hippocrates Aspek Hukum Malpraktik Dokter, (Bandung: Citra Aditya Bakti),
2005, h. 22
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profesionalisme tersebut merupakan ciri profesi itu sendiri, seperti kompetensi dan
kewenangan yang selalu “sesuai dengan tempat dan waktu”, sikap yang etis sesuai
dengan etika profesinya, bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh
profesinya, dan khusus untuk profesi kesehatan ditambah dengan sikap altruis (rela
berkorban). Uraian dari ciri-ciri tersebutlah yang kiranya harus dapat dihayati dan
diamalkan agar profesionalisme tersebut dapat terwujud.15
Professional misconduct yang merupakan kesengajaan dapat dilakukan dalam
bentuk pelanggaran ketentuan etik, ketentuan disiplin profesi, hukum administratif,
serta hukum pidana dan perdata, seperti melakukan kesengajaan yang merugikan
pasien, fraud, “penahanan” pasien, pelanggaran wajib simpan rahasia kedokteran,
aborsi ilegal, euthanasia, penyerangan seksual, misrepresentasi atau fraud, keterangan
palsu, menggunakan iptekdok yang belum teruji / diterima, berpraktek tanpa SIP,
berpraktek di luar kompetensinya, dan lain-lain. Kesengajaan tersebut tidak harus
berupa sengaja mengakibatkan hasil buruk bagi pasien, namun yang penting lebih ke
arah deliberate violation (berkaitan dengan motivasi) ketimbang hanya berupa error
(berkaitan dengan informasi).
Kelalaian dapat terjadi dalam 3 bentuk, yaitu:
1. malfeasance, misfeasance dan nonfeasance. Malfeasance berarti melakukan
tindakan yang melanggar hukum atau tidak tepat/layak (unlawful atau
improper), misalnya melakukan tindakan medis tanpa indikasi yang memadai
(pilihan tindakan medis tersebut sudah improper).
15Alexandra Indriyanti Dewi, Etika Hukum Kesehatan, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher),
2008, h. 50
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2. Misfeasance berarti melakukan pilihan tindakan medis yang tepat tetapi
dilaksanakan dengan tidak tepat (improper performance), yaitu misalnya
melakukan tindakan medis dengan menyalahi prosedur.
3. Nonfeasance adalah tidak melakukan tindakan medis yang merupakan
kewajiban baginya. Bentuk-bentuk kelalaian di atas sejalan dengan bentuk-
bentuk error(mistakes, slips and lapses) yang telah diuraikan sebelumnya,
namun pada kelalaian harus memenuhi ke empat unsur kelalaian dalam hukum,
khususnya adanya kerugian, sedangkan error tidak selalu mengakibatkan
kerugian. Demikian pula adanya latent error yang tidak secara langsung
menimbulkan dampak buruk.Kelalaian medik adalah salah satu bentuk dari
malpraktik medis, sekaligus merupakan bentuk malpraktik medis yang paling
sering terjadi. Pada dasarnya kelalaian terjadi apabila seseorang dengan tidak
sengaja, melakukan sesuatu (komisi) yang seharusnya tidak dilakukan atau
tidak melakukan sesuatu (omisi) yang seharusnya dilakukan oleh orang lain
yang memiliki kualifikasi yang sama pada suatu keadaan dan situasi yang sama.
Perlu diingat bahwa pada umumnya kelalaian yang dilakukan orang-per-orang
bukanlah merupakan perbuatan yang dapat dihukum, kecuali apabila dilakukan
oleh orang yang seharusnya (berdasarkan sifat profesinya) bertindak hati-hati,
dan telah mengakibatkan kerugian atau cedera bagi orang lain.16
Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004
 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
diundangkan untuk mengatur praktik kedokteran dengan tujuan agar dapat
16Alexandra Indriyanti Dewi, Etika Hukum Kesehatan, (Yogyakarta: Pustaka Book
Publisher), 2008, h. 52-54
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memberikan perlindungan kepada pasien, mempertahankan dan meningkatkan
mutu pelayanan medis dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,
dokter dan dokter gigi. Pada bagian awal, Undang-Undang Nomor 29/2004
mengatur tentang persyaratan dokter untuk dapat berpraktik kedokteran, yang
dimulai dengan keharusan memiliki sertifikat kompetensi kedokteran yang
diperoleh dari Kolegium selain ijasah dokter yang telah dimilikinya,
keharusan memperoleh Surat Tanda Registrasi dari Konsil Kedokteran
Indonesia dan kemudian memperoleh Surat ijin Praktik dari Dinas Kesehatan
Kota / Kabupaten. Dokter tersebut juga harus telah mengucapkan sumpah
dokter, sehat fisik dan mental serta menyatakan akan mematuhi dan
melaksanakan ketentuan etika profesi. Selain mengatur persyaratan praktik
kedokteran di atas, Undang-Undang Nomor 29/2004 juga mengatur tentang
organisasi Konsil Kedokteran, Standar Pendidikan Profesi Kedokteran serta
Pendidikan dan Pelatihannya, dan proses registrasi tenaga dokter.
 Pada bagian berikutnya, Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 mengatur
tentang penyelenggaraan praktik kedokteran. Dalam bagian ini diatur tentang
perijinan praktik kedokteran, yang antara lain mengatur syarat memperoleh
SIP (memiliki STR, tempat praktik dan rekomendasi organisasi profesi), batas
maksimal 3 tempat praktik, dan keharusan memasang papan praktik atau
mencantumkan namanya di daftar dokter bila di rumah sakit. Dalam aturan
tentang pelaksanaan praktik diatur agar dokter memberitahu apabila
berhalangan atau memperoleh pengganti yang juga memiliki SIP, keharusan
memenuhi standar pelayanan, memenuhi aturan tentang persetujuan tindakan
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medis, memenuhi ketentuan tentang pembuatan rekam medis, menjaga rahasia
kedokteran, serta mengendalikan mutu dan biaya.
 Pada bagian ini Undang-Undang juga mengatur tentang hak dan kewajiban
dokter dan pasien. Salah satu hak dokter yang penting adalah memperoleh
perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar
profesi dan standar prosedur operasional, sedangkan hak pasien yang
terpenting adalah hak memperoleh penjelasan tentang penyakit, tindakan
medis, manfaat, risiko, komplikasi dan prognosisnya dan serta hak untuk
menyetujui atau menolak tindakan medis.
 Pada bagian berikutnya Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 mengatur
tentang disiplin profesi. Undang-Undang mendirikan Majelis Kehormatan
Disiplin Kedokteran Indonesia yang bertugas menerima pengaduan,
memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter. Sanksi yang
diberikan oleh MKDKI adalah berupa peringatan tertulis, rekomendasi
pencabutan STR dan/atau SIP, dan kewajiban mengikuti pendidikan dan
pelatihan tertentu.
 Pada akhirnya Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 mengancam pidana
bagi mereka yang berpraktik tanpa STR dan atau SIP, mereka yang bukan
dokter tetapi bersikap atau bertindak seolah-olah dokter, dokter yang
berpraktik tanpa membuat rekam medis, tidak memasang papan praktik atau
tidak memenuhi kewajiban dokter. Pidana lebih berat diancamkan kepada
mereka yang mempekerjakan dokter yang tidak memiliki STR dan/atau SIP.
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BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MALPRAKTIK OLEH TENAGA
MEDIS BERDASARKAN HUKUM POSITIF
A. Tindak Pidana atau Delik dari segi Hukum Positif
1. Definisi Tindak Pidana
Kata delik berasal dari bahasa Latin, yaitu delictum. Dalam bahasa Jerman
disebut delict, dalam bahasa Perancis disebut delit, dan dalam bahasa Belanda disebut
delict. Dalam kamus besar bahasa Indoonesia, arti delik diberi yaitu “perbuatan yang
dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang;
tindak pidana.”1
Ada berbagai istilah untuk tindak pidana mencakup kejahatan dan
pelanggaran, antara lain delict (delik), perbuatan pidana, peristiwa pidana, criminal
act, dsb.Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan
hukuman pidana.2
Istilah delik untuk terjemahan starbaarfeit, dan mengartikannya sebagai suatu
perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-
undang.3
1Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2005),
h. 7.
2Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam Penrapan Syari’at Islam Dalam Konteks
Modernitas, h.123.
3A. Ridwan Halim, Hukum Pidana dan Tanya Jawab, (Jakatar: Ghalia Indonesia 1982), h. 31.
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Definisi tindak pidana semakna dengan perbuatan pidana, namun kata
“tindak” menyatakan keadaan konkret sebagaimana halnya dengan peristiwa dan
tidak menunjukan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan. Tindak adalah
kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau tingkah laku jasmania.Istilah tindak pidana
baik dalam pasal-pasalnya maupun dalam penjelasannya selalu dipakai kata
perbuatan.4
Dari pengertian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa tindak pidana atau
delik merupakan perbuatan tidak patuh terhadap hukum, artinya perbuatan yang
melanggar aturan yang telah ditetapkan dan dari perbuatan tersebut akan dikenakan
sanksi sebagai pertanggung jawaban.
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan delik tidak terdapat
unsur melawan hukum, namun jangan dikira bahwa perbuatan tersebut lalu tidak
bersifat melawan hukum.Sungguh pun demikian setiap tindak pidana yang terdapat di
dalam kitab undang-undang hukum pidana itu pada umumnya menurut doktrin,
unsur-unsur delik atau perbuatan pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur
objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut:
a. Unsur Subjektif
Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum
pidana menyatakan “An act does not make a person guilty unless the mind i s guilty
or actus non facit reum nisi mens sit rea (tidak ada hukuman kalau tidak ada
kesalahan)”. Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan
4Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 55.
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oleh kesengajaan (intention/opzet/dolus) dan kealpaan (negligence or schuld). Pada
umunya para pakar telah menyetujui nahwa “kesengajaan terdiri dari tiga yaitu” :
1) Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk)
2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbwustzijn)
3) Kesengajaan keinsafan dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus evantualis).
Sedangkan kealpaan terdiri dari dua yakni:
1) Tak berhati-hati
2) Dapat menduga akibat perbuatan itu.
b. Unsur Obejektif
1) Perbuatan manusia, berupa:
a) Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif
b) Omission, yaitu perbuatan pasif atau perbuatan negative, yaitu perbuatan yang
mendiamkan atau membiarkan.
2) Akibat (result) perbuatan manusia
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan
kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum, misalnya nyawa, badan,
kemerdekaan, kehormatan, dsb.
3) Keadaan-keadaan (circumstances)
Pada umumnya keadaan tersebut dibedakan antara lain:
a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
1) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum
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Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si
pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu
bertentangan dengan hukum , yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. Semua
unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti,
bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan.5
Peristiwa pidana yang juga disebut dengan tindak pidana atau delict ialah
suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana.
Suatu peristiwa-peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau
memenuhi unsur-unsur pidanya. Unsur-unsur tersebut terdiri dari:
a. Obejktif, yaitu sutau tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan
mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang
dijadikan titik utama dari pengertian, objektif disini adalah tindakannya.
b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh
undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau
beberapa orang).6
Menurut Lamintang unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif
dan unsur objektif. Selanjutnya Lamintang menyatakan sebagai berikut: “yang
dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri
si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya
yaitu segala terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur
5Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 9.
6R Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pres, 2010),
h. 175.
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objektif itu adalah unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan mana
tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.7
3. Pengertian Kesalahan dalam Hukum Pidana
Kesalahan dalam arti luas: memiliki pengertian yang sama dengan
pertanggungjawaban dalam hukun pidana. Kesalahan dalam arti sempit: kesalahan
berarti ke-alpaan.
Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan : kesalahan disengaja (dolus/opzet):
Prinsip dari kesengajaan dalam Memori van Toeliching adalah mengetahui (weten)
dan menghendaki (willen) kesalahan karena ke alpaan: Kealpaan terjadi bila pelaku
mengetahui tetapi secara tidak sempurna karena dalam kealpaan seseorang
mengalami sifat kekurangan (kurang hati-hati, kurang teliti dan sebagainya).8
Beberapa pendapat dari pakar hukum pidana tentang kesalahan (schuld) yang
pada hakikatnya adalah pertanggungjawaban pidana;
a. Menurut Metzger kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk
adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana.
b. Menurut Simons kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada
seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan
tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu
dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Berdasarkan pendapat ini dapat
disimpulkan adanya dua hal di samping melakukan tindak pidana, yaitu:
1) keadaan psikis tertentu;
7Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, Merajut Hukum Di Indonesia, (Jakarta: Mitra Wacana
Media, 2014), h. 196.
8Kesalahan dalam Hukum Pidana, dari http://mybatik.wordpress.com, diakses tanggal 15
April 2017.
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2) hubungan tertentu antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan
hingga menimbulkan celaan.
c. Menurut Van Hamel kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian
psikologis, berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur
delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.
d. Menurut Pompe, pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan,
biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan
hukum adalah perbuatannya .segi dalamnya, yang berhubungan dengan krhrndak
pelaku adalah kesalahan. Kesalahan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu;
1) dari akibatnya, kesalahan adalah hal yang dapat dicela.
2) Dari hakikatnya, kesalahan adalah hal tidak dihindarinya perbuatan melawan
hukum.
e. Menurut Moeljanto, orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada
waktu melakukan perbuatan pidana, dapat dilihat dari segi masyarakat dapat dicela
karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat,
padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut.9
4. Unsur-unsur dalam Hukum Pidana
Berkaitan dengan kesalahan yang bersifat psikologis dan kesalahan yang
bersifat normatif, unsur-unsur tindak pidana dan pendapat para pakar mengenai
kesalahan, dapat disimpulkan bahwa kesalahan memiliki beberapa unsur:
a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku
dalam keadaan sehat dan normal.
9Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 78-80.
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b. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuataanya, baik yang disengaja
(dolus) maupun karna kealpaan (culpa).
c. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.10
5. Pertanggungjawaban.
Masalah pertanggujawaban dan khususnya pertanggujawaban pidana
mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas. Dapat
dipermasalahkan antara lain:
a. Ada tidaknya kebebasan manusia untuk menentukan kehendak? Antara lain
ditentukan oleh indeterminisme dan determinisme.
Disni dipertanyakan, sebenarnya manusia itu mempunyai kebebasan untuk
menentukan kehendaknya atau tidak.Kehendak merupakan aktivitas batin manusia
yang pada gilirannya berkaitan dengan pertanggungjawaban manusia atas
perbuatannya.Persoalan ini muncul sebagai akibat pertentangan pendapat antara
klasik (dan neo-klasik) dengan aliran modern.Aliran klasik mengutamakan kebebasan
individu dengan konsekuensi diterimanya kehendak bebas dari individu.Pendirian
mengenai kebebasan individu ini diragukan oleh aliran modern yang membuktikan
melalui psikologi dan psikiatri bahwa tidak setiap perbuatan manusia itu dapat
dipertanggungjawabkan kepadanya, misalnya saja pada orang gila.
Malahan Bonger yang mengikuti aliran lingkungan/ milieu menyatakan bahwa
sebenarnya semua kehendak dan perbuatan manusia itu ditentukan oleh lingkungan
disekitarnya. Aliran klasik menganut paham indeterminisme, yang mengatakan
bahwa manusia itu dapat menentukan kehendaknya d engan bebas, meskipun sedikit
10Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 82
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banyak juga ada factor lain yang mempengaruhi penentuan kehendaknya, yaitu
keadaan pribadi dan lingkungannya, tetapi pada dasarnya manusia mempunyai
kehendak yang bebas. Sebaliknya aliran modern menganut paham determinisme, dan
mengatakan bahwa manusia sama sekali tidak dapat menentukan kehendaknya secara
bebas. Kehendak manusia untuk melakukan sesuatu ditentukan oleh beberapa factor
antara lain yang terpenting adalah factor lingkungan dan pribadi.ndalam menentukan
kehendaknya manusia tunduk kepada factor keturunan dan selanjutnya didalam
hidupnya factor lingkungan memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena
itu, secara ekstrem beberapa ahli penganut determinisme tidak mengakui adanya
kesalahan dank arena itu manusia tidak boleh dihukum.
b. Tingkat kemampuan bertanggung jawab: mampu, kurang mampu, atau tidak
mampu.
Tentang kemampuan bertanggung jawab ini terdapat beberapa batasan yang
dikemukakan oleh para ahli, antara lain:
1) Simons; Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan suatu keadaan psikis
sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau
secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan , selanjutnya
dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab apabila:
a) Mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan
hukum.
b) Mampumenentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.
2) Van Hamel; Kemampuan bertanggung jawab adalah keadaan normalitas
kejiwaan dan kematangan yang membawa tiga kemampuan yaitu:
a) Mengerti akibat atau nyata dari perbuatan itu sendiri.
44
b) Menyadari bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan oleh masyarakat.
c) Mampu menentukan kehendaknya untuj berbuat.
3) Pompe; Batasannya membuat beberapa unsure tentang pengertian
toerekeningsvatbaar heid adalah:
a) Kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan pelaku menguasai
pikirannya dan menentukan kehendaknya.
b) Pelaku dapat mengerti makna dan akibat tingkah lakunya.
c) Pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.
4) Memori van Toeliching; Dikatakan bahwa tidak mampu bertanggung jawab
pada pelaku apabila:
a) Pelaku tidak diberi kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa
yangoleh undang-undang dilarangnatau diharuskan denganperkataan lain dalam
hal perbuatan yang terpaksa.
b) Pelaku dalam keadaan tertentu sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa
perbuatannya bertentangan dengan hukum dania tidak mengerti akibat
perbuataanya itu,dengan perkataan lain adanya keadaan payologis seperti gila,
sesat, dan sebagainya.
5) Soedarto; Definisi atau batasan tentang kemampuan bertanggung jawab itu ada
manfaatnya. Tetapi setiap kali dalam kejadian konkret dalam praktik peradilan,
menilai seorang terdakwa dengan ukuran tersebut diatas tidaklah mudah.
Sebagai dasar dapat dikatakan bahwa orang yang normal jiwanya mampu
bertanggung jawab, ia mampu menilai dengan pikiran dan perasaanya bahwa
perbuatan itu dilarang, artinya tidak dikehendaki oleh undang-undang, dan ia
seharusnya berbuat seperti pikiran dan perasaannya itu.
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c. Batas umur untuk dianggap mampu atau tidak mampu bertanggung jawab.
Pada waktu KUHP dinyatakan berlaku di Indonesia belum memiliki hukum
pidana yang khusu untuk anak-anak atau orang yang belum dewasa. Hanya terdapat
pada pasal 45, 46, dan 47 KUHP yang mengatur tentang pemidanaan terhadap
mereka yang belum berumur 16 tahun. Pasal 45 tidak bersangkut paut dengan hal
apakah seorang yang masih muda atau anak-anak dianggap pertumbuhan jiwanya
sempurna atau belum, tetapi hanya mengatur tentang apa yang dapat dilakukan oleh
hakim dalam mengambil keputusan terhadap orang yang belum berumur 16 tahun
jika ia melakukan tindak pidana, dikatakan didalamnya bahwa dalam hal demikian
hakim dapat memerintahkan agar :
1. Yang bersalah dikembalikan kepada orang tua atau walinya tanpa dipidana.
2. Yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa dipidana untuk kejahatan
atau pelanggaran tertentu, selanjutnya diserahkan kepada orang tua atau
lembaga pendidikan sampai berumur 18 tahun (pasal 46 KUHP).
3. Menjatuhkan pidana dengan ancaman maksimumnya dikurangi dengan
sepertiga dari ancaman pidana biasa, atau 15 tahun penjara untuk tindak pidana
yang diancam dengan pidana mati. Juga ada dalam hal diputuskan pidana
tambahan hanya dapat dijatuhkan pidana tambahan perampasan barang-barang
tertentu.11
6. Bentuk Kesalahan.
Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau
dolus dan kealpaan atau culpa. Sebagian besar pasal-pasal dalam KUHP membuat
11Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 83-87
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kesalahan dalam bentuk kesengajaan dengan menggunakan berbagai rumusan, di
samping beberapa tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan, misalnya saja pada
Pasal 359 dan 360 KUHP yang sering diterapkan di dalam kasus kecelakaan lalu
lintas. Beberapa bentuk kesalahan yaitu :
a. Kesengajaan (dolus)
Dolus dalam bahasa Belanda disebut opzet dan dalam bahasa inggris disebut
intention yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sengaja atau kesengajaan.
Pertama-tama perlu diketahui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
sendiri tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan opzet. Walaupun demikian,
pengertisn opzet ini sangat penting, oleh karena dijadikan unsur sebagian peristiwa
pidana disamping peristiwa yang mempunyai unsur culpa.12
KUHP sendiri tidak menjelaskan pengertian kesengajaan dan kealpaan itu.
Oleh Memori van Toeliching dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan
adalah willens en watens yang artinya adalah menghendaki dan menginsyafi atau
mengetahui atau secara agak lengkap seseorang yang melakukan suatu perbuatan
dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya itu dan harus menginsyafi atau
mengetahui akibat yang mungkin akan terjadi karena perbuatannya.
Mengenai kealpaan, hanya sekedar dilaskan bahwa kealpaan atau culpa adalah
kebalikan dari dolus disatu pihak dan kebalikan dari kebetulan dipihak lain.Kiranya
kata kebalikan adalah kurang tepat, karena kebalikan putih bukan selalu hitam.
Unsur kesengajaan dan kealpaan ini hanay berlsku untuk kejahatan dan tidak
untuk pelanggaran. Mengenai pengertian menghendaki tersebut, kehendak itu dapat
ditujukan kepada :
12Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), h. 51
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1) Perbuatannya yang dilarang
2) Akibatnya yang dilarang
3) Keadaan yang merupakan unsur tindak pisana.
Kesengajann yang hanya ditujukan kepada perbuatannya yang dilarang
disebut kesengajaan formal, sedangkan yang ditujukan kepada akibatnya adalah
kesengajaan material.13
Ada pakar-pakar hukum pidana yang mengatakan bahwa tidak mungkin
seseorang itu menghendaki akibat,karena paling banter orang hanya bias
membayangkan akibat, sebab mungkin terdapat faktor-faktor X yang berada diluar
kekuasaanya yang memengaruhi hubungan sebab akibat itu. Oleh karena itu, terdapat
teori-teori dalam hal ini, yaitu:
1) Teori Kehendak (von Hippel).
Teori ini mengatakan bahwa inti kesengajaan adalah kehendak untuk
mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Artinya bahwa
pelaku kejahatan berkehendak melakukan perbuatan yang dipidana hukum- dan
menginginkan akibatnya. Teori ini adalah yang paling kuat. Dari penjelasan dan teori
di atas dapat disimpulkan bahwa kesalahan disengaja adalah menghendaki dan
mengetahui perbuatan yang dilakukan, yang mana perbuatan itu dipidana secara
hukum, serta menghendaki akibat dari perbuatan tersebut.14 Menurut teori ini sengaja
adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan dan kehendak untuk
menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya itu. Dengan perkataan lain dapat
13Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 95-96
14Kesalahan dalam Hukum Pidana, dari http://mybatik.wordpress.com, diakses tanggal 15
April 2017.
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dikatakan sebagai sengaja apabila suatu perbuatan itu dikehendaki, dan akibat
perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan.15
2) Teori Membayangkan (Frank).
Teori ini mengatakan bahwa sengaja berarti mengetahui dan dapat
membayangkan kemungkinan akan akibat yang timbul dari perbuatannya tanpa ada
kehendak atau maksud untuk akibat tersebut. Menurut teori ini berdasarkan alasan
psikologis tidak mungkin suatu akibat itu dapat dikehendaki. Manusia hanya bias
menginginkan, mengharapkan atau membayangkan (voorstellen) kemungkinan akibat
yang akan terjadi. Dirumuskan bahwa sengaja adalah apabila suatu akibat
dibayangkan sebagai maksud, dan oleh karena itu perbuatan tersebut dilakukan oleh
yang bersangkutan sesuai dengan bayangan yang telah dibuatnya lebih dahulu.16
Terhadap teori-teori ini Van Hattum mengatakan bahwa pada hakikatnya tidak ada
perbedaan antara keduanya. Perbedaanya tidak terletak di bidang yuridis melainkan
dibidang psikologis. Keduanya mengakui bahwa didalam kesengajaan harus ada
kehendak untuk berbuat. Soedarto mengatakan didalam praktik penggunaan keduanya
sama saja, yang berbeda hanya terminologi dan istilahnya saja.17
b. Corak kesengajaan.
Ditinjau dari sikap batin pelaku, terdapat tiga corak kesengajaan:
1) Kesengajaan Sebagai Maksud (dolus directus); Corak kesengajaan ini adalah
yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku memang dikehendaki dan ia juga
menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau akibat
15Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 96-97
16Kesalahan dalam Hukum Pidana, dari http://mybatik.wordpress.com, diakses tanggal 15
April 2017.
17Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 97
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yang dikehendaki atau dibayangkan ini tidak aka nada, ia tidak akan akan
melakukan berbuat. Contoh: Dengan pistolnya X dengan sengaja mengarahkan
dan menembakkan pistol itu kepada Y dengan kehendak matinya Y.
a) Ditinjau sebagai delik formas hal ini berarti bahwa ia sudah melakukan perbuatan
itu dengan sengaja, sedang perbuatan itu memang dikehendaki atau dimaksud
demikian.
b) Ditinjau sebagai delik materiil hal ini berarti bahwa akibat kematian orang lain itu
memang dikehendaki atau dimaksudkan agar terjadi.
2) Kesengajaan dengan Sadar Kepastian; Corak kesengajaan dengan sadar
kepastian bersandar kepada akibatnya. Akibat itu dapat merupakan delik
tersendiri ataupun tidak. Tetapi disamping akibat tersebut ada akibat lain yang
tidak dikehendaki yang pasti akan terjadi.
3) Kesengajaan dengan Sadar Kemungkinan (dolus eventualis); Corak
kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini kadang-kadang disebut sebagai
kesengajaan dengan syarat. Pelaku berbuat dengan menghendaki atau
membayangkan akibat tertentu sampai disini hal itu merupakan kesengajaan
sebagai maksud tetapi disamping itu mungkin sekali terjadi akibat lain yang
dilarang yang tidak dikehendaki atau dibayangkan.
c. Rumusan Kesengajaan.
Dalam bhasa Belanda istilah untuk kesengajaan atau opzet ini tidak seragam
tetapi terdapat berbagai cara merumuskan kesengajaan antara lain :
a. Optezettelijk = dengan sengaja
b. Wetende dat = sedangkan ia mengetahui
c. Waarvan hij weet = yang diketahuimya
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d. Van wie hij weet = yang diketahuimya
e. Kennis dragende van = yang diketahuimya
f. Met het oogmerk = dengan maksud
g. Waarvan hij bekend is = yang diketahuimya
h. Waarvan hij kent = yang diketahuimya
i. Tegen beter wetenin hiu = bertentangan dengan yang diketahuimya
j. Met het kennelijk doel = dengan tujuan yang diketshuinya
d. macam-macam dolus atau kesengajaan.
Ilmu hukum mengenal beberapa jenis kesengajaan, yaitu:
1) Dolus premeditatus yaitu dolus yang direncanakan, sehingga di rumuskan
dengan istilah dengan rencana lebih dahulu (meet voorbedachte raad) untuk ini
perlu ada waktu untuk memikirkan dengan tenang, pembuktiannya disimpulkan
dari keadaan yang objektif.
2) Dolus determinatus dan dolus indeterminatus, yang pertama adalah
kesengajaan dengan tujuan yang pasti, misalnya menghendaki matinya orang
tertentu, sedang yang kedua kesengajaan yang tanpa tujuan tertentu atau tujuan
acak (rendom), misalnya menembakkan senjata kea rah sekelompok orang,
memasukkan racun ke dalam reservoir air minum.
3) Dolus alternativus, yaitu kesengajaan menghendaki sesuatu tertentu atau yang
lainnya (alternatifnya) juga akibat yang lain.
4) Dolus indirectus, yaitu kesengajaan melakukan perbuatan yang menimbulkan
akibat yang tidak diketahui oleh pelakunya misalnya, didalam perkelahian
seseorang memukul lawannya tanpa maksud untuk membunuh.
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5) Dolus directus, yaitu kesengajaan yang ditujukan bukan hanya kepada
perbuatannya saja, melainkan juga pada akibatnya.
6) Dolus generalis, yaitu kesengajaan di mana pelaku menghendaki akibat
tertentu, dan untuk itu ia telah melakukan beberapa tindakan, misalnya untuk
melakukan pembunuhan, mula-mula lawannya dicekik, kemudian dilemparkan
ke sungai, karena mengira lawannya telah mati.18
7. Culpa atau Kealpaan
Arti kata culpa atau kelalaian ini ialah kesalahan pada umumnya, akan tetapi
culpa pada ilmu pengetahuan hokum mempunyai arti teknis yaitu suatu macam
kesalahan sebagai akibat kurang berhati-hati sehingga secara tidak sengaja sesuatu
terjadi. KUHP tidak menegaskan apa arti kealpaan sedang Vos menyatakan bahwa
culpa mempunyai dua unsur yaitu:
a. Kemungkinan pendugaan terhadap akibat.
b. Tidak berhati-hati mengenai apa yang diperbuat atau tidak diperbuat.19
Bentuk kesalahan yang kedua adalah kealpaan atau culpa. Keterangan resmi
pembentuk KUHP mengenai persoalan mengapa culpa juga diancam dengan pidana,
walaupun dengan ringan, adalah bahwa berbeda dengan kesengajaan atau dolus yang
sifatnya menentang larangan justru dengan melakukan perbuatan yang dilarang.
Beberapa pakar memberikan pengertian atau syarat culpa sebagai berikut:
Menurut Simons mempersyaratkan dua hal:
a. tidak adanya kehati-hatian
b. kurangnya perhatian terhadap kaibat yang mungkin terjadi.
18Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 97-106
19Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), h. 54-55
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Menurut Van Hamel ada dua syarat yaitu:
a. tidak adanya penduga-duga yang diperlukan
b. tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan.20
Bentuk-bentuk kealpaan :
1) kealpaan yang disadari (bewuste), seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang
sudah dapat di bayangkan akibat buruk akan terjadi, tapi tetap melakukannya
2) kealpaan yang tidak disadari, bila pelaku tidak dapat membayangkan sama
sekali akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya yang seharusnya di
bayangkan.21
Analisis dari kesalahan dalam hukum pidana adalah yaitu pengertian
kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanay pencelaan
pribadi yang berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur delik
karena perbuatan kerena kesalahan adalah pertanggung jawaban dalam
hukum.Sedangkan unsur-unsur kesalahan yaitu Adanya kemampuan bertanggung
jawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal.
Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuataanya, baik yang disengaja
(dolus) maupun karna kealpaan (culpa). Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat
menghapus kesalahan. Bentuk kesalahan yaitu dolus yang tidak dirumuskan dalam
KUHP tetapi dijadikan unsur sebagai peristiwa pidana disamping peristiwa yang
punya unsur culpa. Culpa atau kelalaian suatu macam kesalahan sebagai akibat
kurang berhati-hati sehingga tidak disengaja sesuatu terjadi.
20Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 106
21Kesalahan dalam Hukum Pidana, dari http://mybatik.wordpress.com, diakses tanggal 15
April 2017.
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Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya
pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana, berhubungan antara keadaan jiwa
pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Unsur-unsur
kesalahan yaitu, kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum, adanya
kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam
keadaan sehat dan normal.adanya hubungan batin antara si pelaku dengan
perbuataanya, baik yang disengaja (dolus) maupun karna kealpaan (culpa), tidak
adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan. Bentuk kesalahan yaitu
dolus dan culpa.22
B. Dasar Hukum Malpraktik dari segi Hukum Positif
Maraknya tuntutan hukum yang diajukan masyarakat dewasa ini,
menunjukkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap dokter, selain itu sejak
berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
memicu masyarakat gemar menuntut, ataupun sebab lain yang seringkali diidentikkan
dengan kegagalan upaya penyembuhan yang dilakukan dokter. Seseorang yang
mengalami ganguan kesehatan pasti mendatangi seorang dokter untuk mendapatkan
penyembuhan penyakit yang dideritanya. Kemudian muncul hubungan hukum antara
dokter dan pasien, yang menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam melaksanakan
kewajiban bagi dokter itulah dapat menimbulkan penderitaan bagi pasien, akibat
kelalaian atau kekurang hatian-hatian dokter dalam menjalankan profesinya. Dikenal
dengan istilah malpraktek (malpractice) medis dan dapat membebani tanggungjawab
hukum terhadap akibat buruk bagi pasien.
22Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), h. 56
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Menurut Munir Fuady, malpraktik memiliki pengertian yaitu setiap tindakan
medis yang dilakukan dokter atau orang-orang di bawah pengwasannya, atau
penyedia jasa kesehatan yang dilakukan terhadap pasiennya, baik dalam hal
diagnosis, terapeutik dan manajemen penyakit yang dilakukan secara melanggar
hukum, kepatutan, kesusilaandan prinsip-prinsip profesional baik dilakukan dengan
sengaja atau karena kurang hati-hatiyang menyebabkan salah tindak rasa sakit, luka,
cacat, kerusakan tubuh, kematian dan kerugian lainnya yang menyebabkan dokter
atau perawat harus bertanggungjawab baik secara administratif, perdata maupun
pidana.23
Akibat malpraktek medis yang menjadi tindak pidana harus berupa akibat
yang sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Akibat berupa kematian,
luka berat, rasa sakit atau luka yang mendatangkan penyakit, atau luka yang
menghambat tugas dan mata pencaharian dapat membentuk pertanggungjawaban
pidana yang wujudnya bukan sekedar penggantian kerugian (perdata) saja tetapi
boleh jadi pemidanaan.24
a. Kealpaan yang Menyebabkan Kematian
Pasal 359 KUHP selalu didakwakan terhadap kematian yang diduga
disebabkan kesalahan dokter. Pasal 359 merumuskan “barangsiapa karena
kesalahannya menyebabkan orang lain mati” disamping adanya sikap batin culpa seta
kalimat “menyebabkan orang lain mati”, yakni:
1) Harus ada wujud perbuatan;
2) Adanya akibat perbuatan berupa kematian; dan
23Munir Fuady, Sumpah Hippocrates Aspek Hukum Malpraktik Dokter, (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2005). h.2-3
24Adami Chazawi, Malpraktik Kedokteran, (Malang: Bayumedia,  2007), h. 99
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3) Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian.;
Sikap batin culpa bukan ditujukan pada perbuatan, tetapi pada akibat
kematian. Culpa dapat dibedakan tiga macam, berdasarkan sudut tingkatannya:
1) Kelalaian yang tidak disadari, pembuat tidak menyadari bahwa perbutan yang
hendak dilakukan dapat menimbulkan akibat terlarang dalam hukum.
Hubungannya dengan pelayanan kesehatan, dokter tidak mengetahui bahwa
perbuatan yang hendak diperbuatnya dapat mengakibatkan kematian;
2) Kealpaan yang disadari, adanya kesadaran terhadap timbulnya akibat dari
tindakan medis yang hendak diwujudkan. Dokter meyakini bahwa akibat
tersebut tidak akan timbul, namun setelah tindakan medis dilakukan ternyata
akibat tersebut timbul; dan
3) Termasuk dalam kealpaan yang disadari, telah disadari bahwa akibat bisa
timbul, namun yakin tidak akan timbul. Setelah tindakan dilakukan dan timbul
gejala-gejala yang mengarah pada timbulnya akibat.Telah berbuat yang cukup
untuk menghindarinya, namun kenyataanya setelah tindakan akibatpun timbul.
b. Kealpaan yang Menyebabkan Luka-Luka.
Pasal 360 KUHP lazim digunakan untuk menuntut dokter atas dugaan
malpraktek medis. Pasal 359 digunakan bila menyebabkan kematian. Dua macam
tindak pidana menurut Pasal 360 yakni: (1) “...karena kesalahannya menyebabkan
orang lain mendapat luka berat...” (2) “...karena kesalahannya menyebabkan orang
lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan
pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu...”.
Dari Ayat (1) dapat dirinci unsur-unsurnya:
1) Adanya kelalaian;
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2) Adanya wujud perbuatan;
3) Adanya akibat luka berat;
4) Adanya hubungan kausal antara luka berat dengan wujud perbuatan.
Ayat (2) mengandung unsur-unsur:
5) Adanya kelalaian;
6) Adanya wujud perbuatan;
7) Adanya akibat: luka yang menimbulkan penyakit; luka yang menjadikan
halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu
tertentu;
8) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat.
Kalimat “menyebabkan orang luka”, mengandung tiga unsur, yakni:
1) Adanya wujud perbuatan sebagai penyebab;
2) Adanya akibat orang lain luka;
3) Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat orang lain luka.
Luka adalah perbuatan sedemikian rupa pada permukaan tubuh sehingga
berbeda dengan bentuk semula. Pasal 360 menyebutkan tiga macam luka, yaitu:
1) Luka berat;
2) Luka yang menimbulkan penyakit;
3) Luka yang menjadikan halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian
selama waktu tertentu.
Pasal 90 menyebutkan macam-macam luka berat:
1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama
sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
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2) Tidak mampu terus-menrus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan
pencaharian;
3) Kehilangan salah satu pancaindra;
4) Mendapat cacat berat;
5) Menderita sakit lumpuh;
6) Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.
Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
mengenai perbuatan yang dapat dipidana antara lain:
1) Melakukan praktek kedokteran tanpa memiliki Surat Tanda Register(Pasal 75
ayat (1));
2) Melakukan Praktek kedokteran tanpa memiliki Surat Ijin Praktek (Pasal 76);
3) Menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan
bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi
(Pasal 77);
4) Menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah
dokter atau dokter gigi (Pasal 78);
5) Tidak memasang papan nama (Pasal 79 huruf a);
6) Tidak membuat rekam medis (Pasal 79 huruf b);
7) Tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan Pasal 51 (Pasl 79 huruf c),
dan;
8) Korporasi atau perseorangan yang mempekerjakan dokter atau dokter gigi tanpa
tidak memiliki surat tanda registrasi dan ijin praktek (Pasal 80).
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Apabila seseorang pada waktu melakukan perbuatan melawan hukum itu tahu
betul perbuatannya akan berakibat suatu keadaan tertentu yang merugikan pihak lain
dapat dikatakan bahwa pada umumnya seseorang tersebut dapat
dipertanggungjawabkan. Syarat untuk dapat dikatakan bahwa seorang tahu betul hal
adanya keadaan-keadaan yang menyebabkan kemung-kinan akibat itu akan terjadi.
Kesalahan bertindak ini terjadi karena kurangnya ketelitian dokter di dalam
melakukan observasi terhadap pasien sehingga terjadilah hal yang tidak diinginkan
bersama. Ketidak telitian ini merupakan tindakan yang masuk di dalam kategori
tindakan melawan hukum hukum, sehingga menyebabkan kerugian yang harus
ditanggung oleh pasien.25
Sehingga dalam menghormati hak pasien untuk mendapatkan pelayanan
medis terhadap tubuhnya yang merupakan hak setiap individu maka dokter haruslah
memenuhi berbagai syarat untuk dapat menjalankan profesinya sebagai dokter karena
jika diabaikan maka dokter telah mengabaikan hak dari pasien yang pada akhirnya
akan menimbulkan malpraktek dalam dunia kedokteran.
Lahirnya UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur
mengenai tata laksana praktik dokter di Indonesia. Ada beberapa syarat yang harus
dipenuhi seorang dokter, agar berwenang menjalankan praktik kedokteran, tidak
hanya keahlian yang diperoleh dari pendidikan dokter. Syarat administrasi tersebut
antara lain:26
25Alexandra Indriyanti Dewi, Etika Hukum Kesehatan, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher,
2008), h.267
26Y. A. Trianan Ohoiwutun, Bunga Rampai Hukum Kedokteran, (Malang: Bayumedia, 2007),
h. 87
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1) Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dokter atau dokter gigi yang diterbitkan
oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang berlaku 5 tahun dan setiap 5 (lima)
tahun di registrasi ulang (Pasal 29);
2) Dokter lulusan Luar Negeri yang praktik di Indonesia harus lulus evaluasi. Bagi
dokter asing selain lulus evaluasi harus memiliki izin kerja di Indonesia.
Setelah memenuhi syarat lainnya, baru dokter asing dapat diberikan Surat
Tanda Registrasi (STR) (Pasal 30);
3) Memiliki Surat Izin Praktik (SIP) yang dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang
berwenang di kabupaten atau kota tempat praktik (Pasal 36 jo 37).
Untuk dokter spesialis, ada Peraturan Menteri Kesehatan
No.561/Menkes/Per/X/1981 tentang Pemberian Izin Menjalankan pekerjaan dan izin
Praktik bagi Dokter Spesialis. Tiga macam surat izin Praktik dokter:
1) Surat izin dokter (SID) adalah izin yang dikeluarkan bagi dokter spesialis yang
menjalankan pekerjaan sesuai bidang profesinya di wilayah NKRI.
2) Surat izin praktik (SIP) adalah izin yang dikeluarkan bagi dokter spesialis yang
menjalankan pekerjaan sesuai dengan bidang profesinya sebagai swasta
perorangan di samping tugas/fungsi lain pada pemerintah atau unit pelayanan
kesehatan swasta.
3) Surat izin praktik (SIP) perorangan semata-mata adalah izin yang dikeluarkan
bagi dokter spesialis yang menjalankan pekerjaan sesuai dengan profesinya
sebagai swasta perseorangan semata-mata tanpa tugas pada pemerintah atau
unit pelayanan kesehatan swasta.
Masing-masing surat izin dokter dan surat izin praktik berlaku 5 (lima) tahun
dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan kembali. Dengan
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dipenuhinya syarat administrasi dokter berwenang melakukan pelayanan medis
karena dimilikinya SIP, SID, STR.
1. Kesetiaan pada janji (Kontrak harus dihormati)
Tidak mengherankan jika banyak putusan profesi dokter yang menyatakan
tidak ada malpraktik yang dilakukan dokter seringkali ditanggapi secara sinis oleh
pengacara.Menyadari munculnya perbedaan pendapat ini yang seharusnya tidak perlu
terjadi, perlu dicari solusi untuk menghilangkannya. Salah satu cara adalah dengan
merumuskan bersama mengenai pengertian tentang apa yang dimaksud dengan
malpraktik tersebut. Di samping itu perlu pula dicari kriteria mengenai batasan
kewenangan dokter dalam melakukan profesinya, baik batasan secara hukum, moral,
etik maupun disiplin (segi profesi), sehingga bila seorang dokter dalam melaksanakan
tugas profesinya sudah memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan, sungguh
pun ada pihak yang merasa dirugikan atas tindakan dokter, masyarakat tidak dengan
seenaknya mengatakan bahwa dokter telah melakukan malpraktik.27
Malpraktek medis selain dapat dituntut secara pidana juga dapat dituntut
secara perdata dalam bentuk pembayaran ganti rugi.Dasar hukum malpraktek perdata
atau sipil adalah transaksi atau kontrak terapeutik antara dokter dengan pasien yaitu
hubungan dokter dengan pasien, dimana dokter bersedia memberikan pengobatan
atau perawatan medis kepada pasien dan pasien bersedia membayar sejumlah imbalan
kepada dokter.28
27Hendrojono Soewono, Malpraktik Dokter, (Surabaya: Srikandi, 2007), h.8
28Kayus Koyowuan Lewloba, Malpraktek Dalam Pelayanan Kesehatan (Malpraktek Medis).
Bina Widy, (Jakarta, 2008), h. 3
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Tanggungjawab di bidang hukum perdata dapat ditemukan dalam setiap
pelayanan kesehatan. Hal ini dapat dipahami karena dalam setiap pelayanan
kesehatan selalu terjadi hubungan antara dua pihak sebagai subyek hukum, dimana
masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama. Maksud dengan dua
pihak disini adalah dokter dengan pasien. Hubungan antara dokter dengan pasien
diatur dalam suatu perjanjian yang syaratnya harus dipenuhi secara umum
sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW.
Dipandang dari sudut hukum perdata, malpraktek medis terjadi bila perlakuan
salah yang dilakukan oleh dokter dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan
medis kepada pasien menimbulkan kerugian perdata. Kerugian kesehatan fisik, jiwa,
maupun nyawa pasien akibat salah perlakuan oleh dokter merupakan unsur penting
timbulnya malpraktek medis.
Dengan timbulnya akibat hukum kerugian perdata terbentuklah pertanggung
jawaban hukum perdata bagi dokter terhadap kerugian yang timbul. Hubungan
hukum dokter dan pasien timbul berdasarkan kesepakatan dan Undang-undang.
Perikatan karena kesepakatan membawa suatu keadaan wanprestasi, sedangkan
pelanggaran hukum dokter atas kewajiban hukum dokter karena undang-undang
disebut perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) dalam Pasal 1365
KUHPerdata. Selain pelanggaran hukum karena kesepakatan, dapat pula terjadi
pelanggaran kewajiban hukum karena UU yang disebut Zaakwaarneming.
Zaakwaarneming adalah melakukan sesuatu dengan diam-diam dan sukarela bagi
kepentingan orang lain tanpa persetujuan dan sepengetahuannya menimbulkan
kewajiban pelaksanaan dengan sebaik-baiknya sehingga melahirkan tanggungjawab
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terhadap akibat yang timbul apabila ada kesalahan dalam pelaksanaan sesuatu
tersebut (Pasal 1354 BW).29
2. Harus Ada Ganti Rugi Untuk Setiap Kerugian yang Diderita
Doktrin adalah pendapat para ahli hukum dan landasan penggunaan doktrin
yaitu asas hukum yang mengedepankan communis opinio doctorum atau seseorang
tidak boleh menyimpang dari pendapat umum para sarjana atau ahli hukum. Doktrin
yang berlaku di dalam ilmu kesehatan yaitu Res Ipsa Loquitur artinya doktrin yang
memihak pada korban. Pembuktian dalam hukum acara perdata yang menentukan
bahwa pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum dalam bentuk kelalaian
tidak perlu membuktikan adanya unsur kelalaian tersebut, cukup menunjukkan
faktanya. Tujuannya adalah untuk mencapai keadilan. Doktrin ini biasanya digunakan
di dalam kasus-kasus malpraktik kedokteran.30
Syarat berlakunya Res Ipsa Loquitur adalah, pertama, kejadian tersebut tidak
biasanya terjadi; kedua, kerugian tersebut tidak ditimbulkan pihak ketiga; ketiga,
instrumen yang di gunakan di dalam pengawasan pelaku tindakan; dan keempat,
bukan kesalahan korban. Doktrin ini dirasa lebih memberikan keadilan pada pasien,
mengingat pasien adalah orang awam bidang ilmu kedokteran. Sangatlah
bertentangan dengan asas keadilan jika pasien yang menjadi korban suatu tindakan
kelalaian, masih harus membuktikan terjadinya kelalaian. Padahal pasien sama sekali
tidak tahu proses bagaimana kelalaian tersebut terjadi, karena ia telah
mempercayakan hidup dan kesehatannya pada dokter yang dianggap lebih ahli. Untuk
29Adami Chazawi Malpraktik Kedokteran, (Malang: Bayu Media, 2007), h. 43
30Alexandra Indriyanti Dewi, Etika Hukum Kesehatan,(Yogyakarta: Pustaka Book Publisher,
2008), h.198-200
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itu beban pembuktian ini oleh doktrin Res Ipsa Loquitur dibebankan kepada petugas
medis yang dianggap lebih tahu proses dan standar yang digunakan di dalam
melakukan tindakan medis tersebut. Pasien tidak perlu membuktikan/membeberkan
proses terjadinya kelalaian, cukup memperlihatkan akibat yang dideritanya saja.
Dengan demikian, doktrin Res Ipsa Loquitur sebenarnya merupakan semacam bukti
sirkum-tansial (circumstantial evidence), yakni suatu bukti tentang suatu fakta
dimana fakta-faktanya dapat digunakan untuk menarik kesimpulan.31
Dalam sistem hukum Indonesia yang salah satu komponennya merupakan satu
hukum substantif, diantara hukum positif yang berlaku tidak dikenal adanya istilah
malpraktik, baik dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan
maupun dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
Memperhatikan Undang-Undang No 23 Tahun 1992 khususnya pada Pasal 54 dan 55
disebut sebagai kesalahan atau kelalaian dokter. Sedangkan pada Undang-Undang
No. 29 Tahun 2004, khususnya pada Pasal 84 dikatakan sebagai pelanggaran disiplin
dokter. Pegangan pokok yang dipakai untuk menetapkan adanya malpraktik cukup
jelas yakni adanya kesalahan profesional yang dilakukan oleh seorang dokter pada
waktu melakukan perawatan dan ada pihak lain yang dirugikan atas tindakan dokter
tersebut. Kenyataannya ternyata tidak mudah untuk menetapkan kapan adanya
kesalahan profesional tersebut.32
Bila terjadi penyimpangan dalam ketentuan pelayanan kesehatan, pasien dapat
menuntut haknya yang dilanggar oleh pihak penyedia jasa kesehatan dalam hal ini
31Alexandra Indriyanti Dewi, Etika Hukum Kesehatan,(Yogyakarta: Pustaka Book Publisher,
2008), h. 203
32Alexandra Indriyanti Dewi, Etika Hukum Kesehatan,(Yogyakarta: Pustaka Book Publisher,
2008), h. 205
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rumah sakit dan dokter/tenaga kesehatan Dokter/tenaga kesehatan dan rumah sakit
dapat dimintakan tanggungjawab hukum, apabila melakukan kelalaian atau kesalahan
yang menimbulkan kerugian bagi pasien sebagai konsumen. Pasien dapat menggugat
tanggungjawab hukum kedokteran (medical liability), dalam hal dokter tersebut
berbuat kesalahan/kelalaian. Dokter tidak dapat berlindung dengan dalih perbuatan
yang tidak sengaja, sebab kesalahan/kelalaian dokter yang menimbulkan kerugian
terhadap pasien menimbulkan hak bagi pasien untuk menggugat ganti rugi.33
Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan memberikan
perlindungan hukum, baik kepada pasien sebagai konsumen dan produsen jasa
pelayanan kesehatan diantaranya Pasal 53, 54, dan 55 UU No 23 Tahun 1992. Jika
terjadi sengketa dalam pelayanan kesehatan, untuk menyelesaikan perselisihan harus
mengacu pada UU No 23 Tahun 1992 dan UUPK serta prosesnya melalui lembaga
peradilan, mediasi. Dalam hal terjadi sengketa antara produsen jasa pelayanan
kesehatan dengan konsumen jasa pelayanan, tersedia 2 jalur, yaitu jalur litigasi dan
jalur non litigasi yaitu penyelesaian sengketa melalui peradilan. Proses penyelesaian
dari peselisihan atau kelalaian kesehatan dapat dilakukan di luar pengadilan dan di
pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak yang berselisih. Penyelesaian yang
paling sering dilakukan adalah melalui mediasi di luar pengadilan dengan sistem
Alternative Dispute Resolution (ADR).34
Seorang dokter baru dihadapkan ke pengadilan bila sudah timbul kerugian
bagi pasien. Kerugian ini timbul akibat pelanggaran kewajiban di mana sebelumnya
33Alexandra Indriyanti Dewi, Etika Hukum Kesehatan,(Yogyakarta: Pustaka Book Publisher,
2008), h. 206
34Azrul Azwar, Kriteria Malpraktik dalam Profesi Kesehatan, (Surabaya: PERHUKI, 1996),
h. 40
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telah dibuat suatu persetujuan. Standar pelayanan medis dibuat berdasarkan hak dan
kewajiban dokter, baik yang diatur kode etik maupun yang diatur perundang-
undangan. Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang
Kesehatan, ancaman pidana terhadap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh
dokter yang mengakibatkan pasien menderita cacat atau luka-luka, tidak lagi semata-
mata mengacu pada ketentuan Pasal 359, 360, dan 361 KUHP, karena dalam Undang-
Undang kesehatan telah dirumuskan ancaman pidananya. Ancaman tersebut dimuat
dalam pasal 82 Undang-Undang RI No 23 Tahun 1992 tentang kesehatan pada ayat
(1) huruf (a) disebutkan “barang siapa yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan
sengaja melakukan pengobatan atau perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32 ayat (4) “dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan atau pidana
denda paling banyak seratus juta rupiah”35
3. Harus Ada Hukuman Untuk Setiap Pelanggaran
Penilaian mengenai sejauh mana tindakan dokter jika terjadi kesalahan atau
kelalaian dalam perawatan atau pelayanan kesehatan dapat dilihat dari dua sisi,
pertama dinilai dari sudut etik dan dari sudut hukum.Dari segi etika profesi, dengan
memilih profesi di bidang kesehatan sudah disyaratkan adanya kecermatan yang
tinggi termasuk berbagai ketentuan yang berlaku bagi dokter.Dengan tidak mematuhi
peraturan itu saja sudah dianggap telah berbuat kesalahan.
Kritik masyarakat terhadap profesi kedokteran di Indonesia akhir-akhir ini
makin sering muncul di berbagai media, baik media cetak maupun elektronik. Dunia
kedokteran yang dahulu seakan tak terjangkau oleh hukum, dengan berkembangnya
35Crisdiono Achadiat, Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004). H. 55
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kesadaran masyarakat akan kebutuhan tentang perlindungan hukum yang merupakan
hak dasar sosial (the right tohealth care) dan hak individu (the right of
selfdetermination), menjadikan dunia pengobatan bukan saja sebagai hubungan
keperdataan, bahkan sering berkembang menjadi persoalan pidana.36 Banyak
persoalan malpraktik atas kesadaran hukum msyarakat diangkat menjadi masalah
perdata. Misalnya kasus Prita Mulyasari, dimana Prita pada awalnya berobat ke RS.
Omni Internasional tentang keluhan yang di rasa.Dari hasil tes laboratorium
menunjukan positif demam berdarah (keluhan panas tiga hari, sakit kepala berat,
mual, muntah, lemas, sakit tenggorokan dan tidak ada nafsu makan). Namun setelah
diminta hasil tesnya, terjadilah awal sengketa, karena antara hasil tes dan diagnosa
tidak sesuai. Prita dimenangkan karena dukungan masyarakat dengan “Koin Prita”
yang hampir setiap hari diberitakan dalam media cetak dan elektronik.37
Kelemahan sistem hukum kesehatan di Indonesia karena Indonesia belum
memiliki hukum normatif (Undang-Undang) tentang malpraktek medis sehingga
pengaturan dan ketentuan yuridis bila terjadi malpraktek tidak ada. Permasalahan lain
yakni, kesediaan dokter yang dijadikan saksi ahli dalam suatu kasus dugaan
malpraktek karena diantara dokter itu sendiri terdapat perlindungan korps dan saling
berusaha untuk tidak membeberkan kesalahan dokter lainnya. Namun, tidak berarti
upaya-upaya hukum untuk menuntut hak pasien berkaitan dengan kasus malpraktek
selamanya akan gagal. Pasien dengan bekal pembuktian yang kuat dan bila dokter
benar-benar terbukti melakukan malpraktek, pasti hak pasien akan diterima kembali.
36Crisdiono Achadiat, Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 59.
37 Putusan No. 300/Pdt.G/2009/PN.Tangerang RS.Omni Internasional Melawan Prita
Mulyasari
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Oleh karena itu, pasien yang merasa memiliki keluhan atas pelayanan medis yang
diterimanya di institusi kesehatan, harus mengumpulkan informasi sebanyak mungkin
agar upaya menuntut keadilan atas haknya tidak sia-sia.38
Meskipun begitu hukum pidana mengenal adanya alasan penghapus pidana
dalam pelayanan kesehatan, yaitu: alasan pembenar dan alasan pemaaf. Namun tidak
serta merta alasan pemenar dan pemaaf tersebut menghapuskan suatu tindak pidana
bagi profesi dokter.Persetujuan (informed consent) sebagai peniadaan pidana.Tidak
berarti bahwa bagi profesi dokter dibebaskan dari segala tanggung jawab pidana,
sebab alasan pembenar dan pemaaf bagi tindakan dokter, hanya terdapat pengecualian
tertentu seperti dalam Pasal 15 Undang-Undang No 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan.
Seorang dokter baru dihadapkan ke pengadilan bila sudah timbul kerugian
bagi pasien. Kerugian ini timbul akibat pelanggaran kewajiban di mana sebelumnya
telah dibuat suatu persetujuan. Standar pelayanan medis dibuat berdasarkan hak dan
kewajiban dokter, baik yang diatur kode etik maupun yang diatur perundang-
undangan. Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang
Kesehatan, ancaman pidana terhadap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh
dokter yang mengakibatkan pasien menderita cacat atau luka-luka, tidak lagi semata-
mata mengacu pada ketentuan Pasal 359, 360, dan 361 KUHP, karena dalam Undang-
Undang kesehatan telah dirumuskan ancaman pidananya. Ancaman tersebut dimuat
dalam pasal 82 Undang-Undang No 23 Tahun 1992 tentang kesehatan pada ayat (1)
huruf (a) disebutkan “barang siapa yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan
38Bahar Azwar, Sang Dokter. (Jakarta: Kesaint Blanc, 2002), h. 39
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sengaja melakukan pengobatan atau perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32 ayat (4) “dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan atau pidana
denda paling banyak seratus juta rupiah”.39
Pertanggungjawaban seorang dokter yang diduga melakukan malpraktek atau
kelalaian medis maka langkah pertama yang dilakukan adalah dokter diperiksa dan
diputuskan oleh Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK), dengan memberi
sanksi antara lain sebagai berikut:
a. Peringatan lisan
b. Peringatan tertulis
c. Pemecatan sementara sebagai anggota IDI yang diikuti dengan mengajukan secara
tertulis kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kotamadya untuk mencabut ijin
praktek selama: 3 (tiga) bulan untuk pelanggaran ringan, 6 (enam) bulan untuk
pelanggaran sedang, 12 (dua belas) bulan untuk pelanggaran berat dan dilakukan
pemecatan tetap apabila 3 (tiga) kali peringatan lisan, yang dilanjutkan 3 (tiga) kali
peringatan tertulis yang disampaikan kepada dokter yang bersangkutan tidak ada
perbaikan.
Hampir kebanyakan tuntutan terhadap malpraktek medis terjadinya di rumah
sakit. Jika ada tuntutan malpraktek medis, rumah sakit pun pasti akan ikut
bertanggungjawab. Bila di rumah sakit pemerintah ada tuntutan dugaan malpraktek
medis, maka yang bertanggungjawab adalah pemerintah itu sendiri. Jika rumah sakit
39Titik Triwulan Tutik. Perlindungan Hukum Bagi Pasien. (Jakarta:Prestasi Pustaka Publiser
2010), h. 22
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swasta yang bertanggungjawab adalah badan hukumnya sebagai pemilik
(Yayasan,Perseroan Terbatas, Perkumpulan, dan lain-lain).40
Jika dilihat dari segi hukum, tanggungjawab rumah sakit baik dimiliki
pemerintah ataupun swasta tanggungjawabnya sama yakni dapat dituntut dan
dimintakan ganti rugi apabila terbuktikan adanya kelalaian, baik dari pihak dokter,
perawat, bidan ataupun adanya kelalaian di bidang manajemen rumah sakit. Salah
satu prinsip organisasi, yaitu prinsip “authority” menentukan bahwa dalam setiap
organisasi apa pun, termasuk juga organisasi rumah sakit harus ada pucuk pimpinan
tertinggi yang memikul tanggungjawab.41
Empat prinsip diatas, merupakan inti hukum alam versi Grotius. Menurutnya
hukum alam adalah segala ketentuan yang benar dan baik menurut rasio, tidak
mungkin salah, lagi pula adil. Bahkan bagi Grotius kebenaran hukum alam tersebut
tidaklah dapat diganggu-gugat. Bahkan tuhan sendiri tidak dapat mengubah
kebenaran itu.
C. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Malpraktik dalam Hukum Positif
Tindakan malpraktik yang menyebabkan kerugian atau meninggalnya
seseorang tentunya bisa masuk dalam ranah pidana apabila memang ditemukan
adanya unsur kelalaian atau kesengajaan yang mengakibatkan kerugian atau
meninggalnya seseorang. Prinsip dalam hukum pidana adalah azas Geen Straf
Zonder Schuld (tiada pidana tanpa kesalahan), azas ini merupakan hukum yang tidak
tertulis tetapi berlaku universal di masyarakat dan juga berlaku dalam Kitab Undang-
40Titik Triwulan Tutik, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, (Jakarta:Prestasi Pustaka Publiser,
2010), h. 41
41 J. Guwandi. Dugaan Malpraktek Medis dan Draft RPP “Perjanjian Terapetik Antara
Dokter dan Pasien”.(Jakarta:Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia 2006)
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Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dilihat disini adalah kelalaian atau kesalahan
yang dapat dibuktikan secara hukum.
Secara eksplisit, KUHP tidak menjelaskan apa arti dari kesengajaan tersebut,
arti kata kesengajaan dikemukakan oleh para ahli hukum yang mengartikan bahwa
kesengajaan merupakan perbuatan yang dilarang, yang dilakukan dengan
membayangkan akan akibat yang terjadi dari akibat perbuatannya. Teori ini
menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pelaku, yaitu
mengenai apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat.42
Dalam tindakannya, seorang dokter terkadang harus dengan sengaja menyakiti
atau menimbulkan luka pada tubuh pasien, misalnya: seorang ahli dokter kandungan
yang melakukan pembedahan Sectio Caesaria untuk menyelamatkan ibu dan janin.
Ilmu pengetahuan (doktrin) mengartikan tindakan dokter tersebut sebagai
penganiayaan karena arti dan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan
dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Di dalam
semua jenis pembedahan sebagaimana sectio caesare tersebut, dokter operator selalu
menyakiti penderita dengan menimbulkan luka pada pasien yang jika tidak karena
perintah Undang-Undang maka dokter dapat dikenakan sanksi pidana penganiayaan.
Oleh karena itu, didalam setiap pembedahan, dokter operator haruslah berhati-hati
agar luka yang diakibatkannya tersebut tidak menimbulkan masalah kelak di
kemudian hari. Misalnya terjadi infeksi nosokomial (infeksi yang terjadi akibat
42Veronika Komalasari, Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter, (Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan, 1998), h. 70
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dilakukannya pembedahan) sehingga luka operasi tidak bisa menutup.Bila ini terjadi
dokter dianggap melakukan kelalaian atau kealpaan.43
Kealpaan atau kelalaian merupakan bentuk kesalahan yang berbeda dengan
bentuk kesengajaan, tetapi juga bukan sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba atau
kebetulan. Dalam kealpaan, sikap batin seseorang menghendaki
melakukan/melaksanakan suatu perbuatan tetapi tidak menghendaki atau tidak
memiliki niat dalam melakukan kejahatan. Namun demikian dalam KUHP tindakan
kealpaan atau kelalaian atau kealpaan yang membahayakan keamanan dan
keselamatan orang lain tetap harus dipidanakan.
Pakar hukum pidana Moeljatno menyatakan bahwa kesengajaan merupakan
tindakan yang secara sadar dilakukan dengan menentang larangan, sedangkan
kealpaan adalah kekurang perhatian pelaku terhadap obyek dengan tidak disadari
bahwa akibatnya merupakan keadaan yang dilarang, sehingga kesalahan yang
berbentuk kealpaan pada hakekatnya sama dengan kesengajaan hanya berbeda
gradasi saja.44
Dalam proses pemidanaan juga harus dilihat mengenai kemampuan
bertanggungjawab, dimana dalam hukum pidana terdapat 3 (tiga) unsur yang harus
dipenuhi, yaitu:
1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada pelaku/pelaksana artinya keadaan
jiwa pelaku/pelaksana harus normal.
2. Adanya hubungan batin antara pelaku/pelaksana dengan perbuatannya yang
dapat berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa).
43Veronika Komalasari, Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter, (Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan, 1998), h. 73
44Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 77
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3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau pemaaf.
Apabila ketiga unsur di atas terpenuhi maka seseorang dapat dipidana sesuai
dengan perbuatannya.45
Tindakan malpraktek tentunya memiliki klasifikasi tindakan yang berbeda
dalam penanganannya, apabila kita melihat kasus dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani
bersama dua rekannya Dokter Hendry Simanjuntak dan Dokter Hendy Siagani yang
divonis bersalah melalui Putusan MA No: 365.K/Pid/2012, dalam putusan tersebut
menyatakan dalam persidangan bahwa para dokter yang disebutkan di atas tidak
memberi pemberitahuan atau kabar kepada keluarga korban atau pihak yang terkait
dengan korban, hal ini tentunya bertentangan dengan pasal 45 UU Nomor 29 Tahun
2004 Tentang Praktik Kedokteran yang menjelaskan sebagai berikut:
1. Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh
dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.
2. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien
mendapat penjelasan secara lengkap.
3. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya
mencakup:
4. diagnosis dan tata cara tindakan medis;
5. tujuan tindakan medis yang dilakukan;
6. alternatif tindakan lain dan risikonya;
7. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
8. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
45Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 80
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9. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik secara
tertulis maupun lisan.
10. diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak
memberikan persetujuan,Setiap tindakan, kedokteran atau kedokteran gigi yang
mengandung risiko tinggi harus
11. Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan kedokteran atau
kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat
(4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.46
Tindakan yang dilakukan oleh dr. Ayu beserta rekannya, yang tidak
memberikan laporan atau meminta persetujuan dari pihak keluarga korban merupakan
tindakan yang bertentangan dengan ketentuan pasal di atas. Tujuan utama dalam
meminta persetujuan ialah untuk memberikan informasi dan meminta persetujuan
terkait tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien. Mengingat bahwa kondisi
korban dalam kasus di atas sangat kritis dan memiliki resiko tinggi dalam
penanganannya, maka hal tersebut sesuai dengan pasal 45 ayat (5) UU Praktik
Kedokteran di atas wajib mendapatkan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh
yang berhak memberikan persetujuan, dalam hal ini bisa pihak keluarga, bisa pihak
yang mengampu pasien atau pihak lain yang berhubungan dan dekat dengan
pasien.Selain itu, dr. Ayu beserta rekannya dalam melakukan operasi cito secsio
sesaria terhadap korban Siska Makatey, terbukti lalai dalam menangani korban pada
saat masih hidup dan saat pelaksaanaan operasi sehingga terhadap diri korban terjadi
emboli udara yang masuk ke dalam bilik kanan jantung yang menghambat darah
46Ray Pratama Siadari, Pengertian dan Unsur-Unsur Malpraktek, (Jakarta: Sinar Grafika,
2013), h. 67
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masuk ke paru-paru sehingga terjadi kegagalan fungsi paru dan selanjutnya
mengakibatkan kegagalan fungsi jantung yang menyebabkan matinya pasien.
Kelalaian yang terbukti ini tentunya sesuai dengan Pasal 359 KUHP yang
menjelaskan bahwa “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan
orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana
kurungan paling lama satu tahun. Walaupun ada upaya pengobatan yang dilakukan
oleh dokter terhadap pasien tetapi tidak sesuai dengan prosedur atau meninggalkan
tahapan prosedur yang seharusnya dilakukan, maka hal tersebut masuk dalam
kualifikasi perbuatan malpraktek.
Dalam persidangan, selain tindakan dr. Ayu beserta rekannya yang tidak
memberikan kabar kepada pihak keluarga dan tidak meminta persetujuan dari pihak
keluarga, juga ditemukan fakta hukum bahwa dr. Ayu beserta rekannya melakukan
pemalsuan tanda tangan atas surat persetujuan tindakan khusus dan persetujuan
pembedahan dan anestesi kepada korban. Dalam persidangan ditemukan bahwa
ternyata tanda tangan korban yang berada di dalam surat persetujuan tindakan khusus
dan persetujuan pembedahan dan anestesi yang diserahkan oleh dr. Hendy Siagian
(Terdakwa III) untuk ditandatangani oleh korban tersebut berbeda dengan tanda
tangan korban yang berada di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Askes,
kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Cabang
Makassar dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada tanggal
09 Juni 2010 NO. LAB: 509/DTF/2011, yang dilakukan oleh Drs. Samir, S.St. Mk.,
Ardani adhis, S. Amd dan Marendra yudi L., SE., menyatakan bahwa tanda tangan
atas nama Siska Makatey alias Julia Fransiska Makatey pada dokumen bukti adalah
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tanda tangan karangan (Spurious Signature). Tindakan tersebut tentunya dapat masuk
dalam kualifikasi unsur pasal 263 KUHP yang isinya sebagai berikut:
(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapatmenimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yangdiperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakaiatau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidakdipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karenapemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai suratpalsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapatmenimbulkan kerugian.
Mengingat bahwa tindakan kelalaian yang dilakukan oleh para dokter di atas
menyebabkan kematian yang dilakukan dalam menjalankan suatu pekerjaan maka
tidak terlepas dari ketentuan Pasal 361 KUHP yang menjelaskan bahwa “Jika
kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan
atau pencarian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat
dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan
hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan”.
Berdasarkan pemaparan dalam kasus malpraktek di atas, tentunya dalam hal
ini, baik dokter, dokter gigi, perawat atau tenaga medis yang menjalankan
pekerjaannya haruslah sesuai dengan prosedur dan tingkat keilmuan yang
dimilikinya. Walaupun dokter manusia biasa yang tidak bisa secara mutlak membuat
seseorang sembuh atau mencegah kematian seseorang, maka seharusnya dalam
melakukan pekerjaannya tidak melakukan tindakan malpraktek yang dapat
mengakibatkan pasiennya mengalami kerugian bahkan kematian.47




PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MALPRAKTIK OLEH TENAGA
MEDIS BERDASARKAN HUKUM ISLAM
A. Malpraktik Dari Segi Hukum Islam
1. Pengertian Malpraktik
Dalam praktik ilmu kedokteran terkadang kesalahan terapi dan manajemen
bisa saja terjadi. Inilah yang disebut dengan malpraktik menurut istilah kedokteran
sekarang ini. Malpraktik ini banyak jenisnya dan ada rinciannya sehingga hukumnya
pun berbeda-beda dalam tinjauan syariat.
Menurut pengertian kedokteran modern, malpraktik adalah praktik kedokteran
yang salah atau tidak sesuai dengan standar profesi atau standar prosedur operasional.
Dalam kamus kedokteran Dorland dijelaskan, “Malpraktik adalah praktik yang tidak
benar atau mencelakakan; tindakan kedokteran yang tidak terampil atau keliru.”
Jauh sebelumnya, beberapa abad yang lalu, agama Islam yang mulia ini telah
meletakkan konsep dasar malpraktik dan telah dijelaskan juga rinciannya oleh para
ulama kita. Bagi yang melakukan praktik ilmu kedokteran tanpa ilmu, maka ia wajib
bertanggungjawab dan mengganti rugi. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam
bersabda;
ﻦﻣﺎﺿ ﻮﻬﹶﻓ ،ﻚﻟﹶﺫ ﹶﻞﺒﹶﻗ ﺐﻃ ﻪﻨﻣ ﻢﹶﻠﻌﻳ ﻢﹶﻟﻭ ﺐﺒﹶﻄﺗ ﻦﻣ
Artinya :
“Barang siapa yang melakukan pengobatan dan dia tidak mengetahui ilmunya
sebelum itu, maka dia yang bertanggungjawab.”1
1HR. An-Nasa’i, Abu Daud, Ibnu Majah dan yang lain, hadits hasan no. 54 kitab Bahjah
Qulub Al-Abrar
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Seorang ulama dan pakar ilmu kedokteran, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah
rahimahullahu, memerinci ada lima pembagian malpraktik. Kami akan jelaskan dan
tambahkan penjelasan dengan fakta dan kenyataan saat ini berdasarkan pengalaman
kami sebagai dokter. Berikut ini lima pembagian malpraktik tersebut.
1. Dokter yang mahir, melakukan praktik sesuai standar dan tidak melakukan
kecerobohan, kemudian terjadi efek yang kurang baik bagi pasien, maka ia
tidak harus bertanggung jawab dengan mengganti.Contoh kasus di saat ini,
misalnya pasien mendapat obat dari dokter. Dokter telah bertanya apakah ia
mempunyai alergi dengan obat tertentu atau tidak. Pasien menjawab ia tidak
tahu mengenai hal tersebut. Dokter menjelaskan bisa jadi terjadi alergi dan
pasien memilih menggunakan obat tersebut. Kemudian terjadi alergi berupa
gatal-gatal pada pasien tersebut. Maka, dokter tidak wajib mengganti kerugian.
Selain itu, dokter tidak tahu apakah pasien alergi obat apa tidak karena hanya
baru ketahuan jika sudah dicoba mengonsumsi.
2. Dokter yang bodoh dan melakukan praktik kedokteran, kemudian terjadi
bahaya bagi pasien, maka dokter wajib bertanggung jawab atau ganti rugi
berupa diyat.Contoh kasus di saat ini, misalnya mahasiswa kedokteran yang
masih belajar (co-ass) melakukan praktik pribadi kemudian terjadi kesalahan
yang merugikan pasien, maka ia wajib bertaggung jawab.
3. Dokter yang mahir, mendapatkan izin, kemudian melakukan kecerobohan,maka
ia wajib bertanggung jawab. Akan tetapi, ada perselisihan dalam penggantian
diyat, bisa jadi dari harta dokter ataupun dari baitul maal (kas negara). Contoh
kasus di saat ini, misalnya dokter bedah ketika membedah, pisau bedah
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tertinggal di perut pasien, kemudian perut pasien rusak, maka dokter bedah
wajib bertanggung jawab.
4. Dokter yang mahir, berijtihad memberikan suatu resep obat, kemudian ia salah
dalam ijtihadnya, maka ia wajib bertanggung jawab. Ada dua pendapat tentang
harta pengganti, bisa dari baitul maal (kas negara) atau harta keluarganya.
5. Dokter yang mahir, melakukan pengobatan kepada anak kecil atau orang gila
tanpa izinya tetapi mendapat izin walinya, kemudian terjadi kerusakan/bahaya
bagi pasien,maka ganti ruginya perlu diperinci. Jika ia melakukan kecorobohan,
ia wajib mengganti rugi. Jika tidak ditemukan kecerobohan, tidak perlu
mengganti rugi.2
B. Tindak Pidana/Delik dari segi Hukum Islam.
1. Definisi Tindak Pidana
Yang dimaksud dengan kata-kata jarimah ialah larangan-larangan syara’ yang
diancamkan oleh Allah swt.dengan hukuman had atau ta’zir pengertian jarimah
tersebut tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana, peristiwa pidana dan delik
pada hukum pidana di Indonesia, para fuqaha sering menggunakan kata-kata jinayah
untuk jarimah. Semula pengertian jinayah ialah hasil perbuatan seseorang dan
biasanya dibatasi kepada perbuatan yang dilarang saja, dikalangan fuqaha yang
dimaksud dengan kata-kata jinayah ialah perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik
perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda ataupun lain-lainnya.3
2Muhammad Bin Abi Bakr Bin Ayyub Bin Saad Syamsuddin, Ibnu Qayyim Al-Jauzy,
Thibbun An-Nabawi, (Bairut: Darul Hilal, t.th), h. 88-90
3Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Cet. V; Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 1.
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Dalam literatur lain menyatakan pengertian jinayah atau jarimah tidak
berbeda dengan pengertian tindak  pidana  (peristiwa  pidana) delik  dalam  hukum
positif (pidana).  Sebagian  para  ahli  hukum  Islam  sering  menggunakan  kata-kata
jinayah untuk jarimah yang  diartikan  sebagai  perbuatan  seseorang  yang  dilarang
saja. Sedangkan  yang dimaksud dengan kata jinayah ialah perbuatan  yang dilarang
oleh syara’,  apakah  perbuatan  mengenai  jiwa  atau  benda  dan lainnya.4
Suatu perbuatan yang dianggap jarimah apabila dapat merugikan kepada tata
aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya atau merugikan kehidupan
anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaan-perasaannya dengan
pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.5Dalam istilah lain kata
jarimah disebut juga jinayah yang mempunyai beberapa pengertian, seperti yang
diungkapkan Abdul Qadir Audah, pengertian jarimah ialah sautu istilah untuk
perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta
atau lainnya. Imam Al Mawardi memberikan definisi jarimah ialah perbuatan-
perbuatan yang dilarang oleh agama (syara’) yang diancam dengan hukuman had
atau ta’zir.Adapun  pengertian jinayah,  para fuqaha menyatakan  bahwa lafal
jinayah yang  dimaksudkan di  sini ialah  setiap perbuatan  yang dilarang oleh
syara’,  baik  perbuatan  itu  mengenai  jiwa, harta benda atau  lain-lainnya.
Selanjutnya Sayyid Sabiq memberikan,definisijinayah, bahwa istilah jinayah
menurut  syara' ialah setiap perbuatan yang dilarang. Dan perbuatan yang dilarang itu
4Rais  Ahmad, Formulasi  Syari'at  Islam  dalam  Perspektif  Tata  Hukum  Indonesia,
(Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 123.
5Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, h. 1
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menurut syara' ialah dilarang untuk melakukannya, karena adanya  bahaya mengenai
agama,  jiwa,  akal, kehormatan atau harta benda.6
2. Unsur-unsur Tindak Pidana
Sebagaimana disebutkan di atas, pengertian jarimah ialah larangan syara’
yang diancam hukuman had atau hukuman ta’zir. Larangan tersebut adakalanya
berupa perbuatan yang ditegah atau meninggalkan yang disuruh.Juga telah disebutkan
bahwa dengan penyebutan kata-kata “syara”, dimaksudkan bahwa larangan-larangan
harus datang dari ketentuan-ketentuan (nash-nash) syara’.Karena perintah-perintah
dan larangan-larangan itu datang dari syara’ maka perintah-perintah dan larangan-
larangan tersebut hanya ditujukan pada orang yang berakal sehat dan memahami
pembebanan (taklif).7Dapat dikatakan perbuatan tindak pidana apabia unsur-unsurnya
terpenuhi, unsur-unsur tindak pidana ada yang bersifat umum adapula yang bersifat
khusus.Yang bersifat khusus artinya berlaku untuk semua tindak pidana (jarimah),
sementara unsur khusus beraku untuk tiap-tiap jarimah. Adapun yang termasuk
dalam  unsur-unsur  umum jarimah adalah sebagai berikut:
a. Unsur Formal (Rukun Syar’i)
Adanya nash atau ketetapan yang menunjukan bahwa perbuatan itu sebagai
jarimah atau tindak pidana. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa
jarimah atau tindak pidana tidak terjadi apabia belum dinyatakan dalam nash. Jadi
penulis dapat simpukan bahwa yang dikatakan tindak pidana apabila terdapat  nash
atau ada aturan yang mearang (undang-undang).
6Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,
2004),h. 9.
7Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, h. 5.
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b. Unsur Materiil (Rukun Maddi)
Unsur  materil  ialah adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar
telah dilakukan atau adanya yang membentuk tindak pidana baik perbuatan nyata
maupun sikap tidak berbuat. Secara sederhana, perbuatan dalam unsur materil dapat
disebut sebagai tindak pidana (jarimah) manakala  dalam  perbuatan  yang  dilakukan
tersebut terkandung unsur melawan hukum. Aspek  melawan  hukum dalam hukum
pidana Islam dapat dinilai dari niat, perbuatan, dan akibat yang dihasilkan dari
perbuatannya. Meskipun dalam berbuat untuk mewujudkan  niatnya tersebut belum
mencapai hasil akhir sesuai niat, tidak selesainya  perbuatan, namun jika dalam
perbuatan yang belum selesai tersebut telah menimbulkan akibat yang dapat
merugikan orang lain, baik karena sengaja maupun tidak sengaja, maka tindakan
tersebut dapat disebut sebagai tindakan melawan hukum.
c. Unsur Moral (Rukun Adabi)
Unsur moral ialah adanya niatan pelaku untuk melakukan tindak pidana.Unsur
ini menyangkut tanggung jawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah
baligh, sehat akal dan memiliki kebebasan berbuat (Ikhtiyar).Dengan demikian unsur
ini berhubungan dengan tanggung jawab pidana yang hanya dapat dikenakan atas
orang yang telah baligh, sehat akal dan memiliki kebebasan untuk berbuat.8
C. Dasar Hukum Malpraktik Dari Segi Hukum Islam.
Inilah kesempurnaan ajaran agama Islam, jauh sebelum kedokteran modern
merumuskan tentang malpraktek dan ketentuannya, Agama Islam telah meletakkan
dasar mengenai hal ini. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
8Ahmad Azhar Basyir, Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta UII Press
Yogyakarta, 2001), h. 8.
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ﻣ ﻢﹶﻠﻌﻳ ﻢﹶﻟﻭ ﺐّﺒﹶﻄﺗ ﻦﻣﻦﻣﺎﺿ ﻮﻬﹶﻓ ﻚﻟﹶﺫ ﹶﻞﺒﹶﻗ ّﺐﻃ ﻪﻨ
Artinya :
“Barang siapa yang melakukan pengobatan dan dia tidak mengetahui ilmunya
sebelum itu maka dia yang bertanggung jawab.”9
Menurut pengertian kedokteran modern, malpraktekadalah praktek kedokteran
yang salah atau tidak sesuai dengan standar profesi atau standar prosedur
operasional.Dalam kamus kedokteran Dorland dijelaskan,“Malpraktek adalah praktek
yang tidak benar atau mencelakakan; tindakan kedokteran yang tidak terampil atau
keliru.”
Al-khathabi rahimahullahu berkata:
ًﺎﻓ َ ﻼ ِﺧ ُ َﻢﻠ ْ َﻋأ َ ﻻ ،ًﺎﻨ ِ ﻣﺎ َﺿ َ نﺎ َﻛ ُﺾﯾِﺮ َﻤْﻟا َ ِﻒَﻠَﺘﻓ ،ىﱠﺪ َ َﻌﺗ ا َ ِذإ َ ِﺞﻟﺎ َﻌ ُﻤْﻟا ﱠ َنأ ِﻲﻓ
 ُ َﻒﻠﱠﺘﻟا ِِﮫﻠ ْ ِﻌﻓ ْ ﻦ ِﻣ َﺪﱠﻟ َ َﻮﺗ ا َ ِذَﺈﻓ ، ﱟﺪ َ َﻌﺘ ُﻣ ُُﮫﻓِﺮ ْ َﻌﯾ َ ﻻ ً ﻼ َﻤ َﻋ ْ َوأ ﺎ ًﻤْﻠ ِﻋ ﻲ ِطﺎ َ َﻌﺘ ُﻤْﻟا َ و
 ََﻮﻘْﻟا ُﮫْﻨ َﻋ ََﻂﻘ َﺳ َ و ،ََﺔﯾ ﱢﺪﻟا َ ﻦ ِﻤ َﺿ ِن ْ ِذإ ِ نوُِﺪﺑ َ ِﻚﻟ َ ِﺬﺑ ﱡ ِﺪَﺒﺘ ْ َﺴﯾ َ ﻻ ُﮫﱠَﻧ ِ ﻷ ،ُد
.ﮫﺘﻠﻗﺎﻋ ﻰﻠﻋ ءﺎﮭﻘﻔﻟا ِﺔ ﱠﻣﺎ َﻋ ِ ل ْ َﻮﻗ ِﻲﻓ ِﺐﱢﺒََﻄﺘ ُﻤْﻟا َُﺔﯾَﺎﻨ ِ ﺟ َ و ِﺾﯾِﺮ َﻤْﻟا
Artinya :
“Saya tidak mengetahui adanya perselisihan dalam pengobatan apabila
seseorang melakukan kesalahan, sehingga menimbulkan mudharat pada pasien,
maka ia harus menanggung ganti rugi. Orang yang melakukan praktek
(kedoktera) yang tidak mengetahui ilmu dan terapannya, maka ia adalah orang
yang melampui batas. Apabila terjadi kerusakan akibat perbuatannya, maka ia
harus bertanggung jawab dengan mennganti diyat.”10
9 HR. An-Nasa’i, Abu Daud, Ibnu Majah dan yang lain, hadits hasan no. 54 kitab Bahjah
Qulub Al-Abrar
10Ibnu Qayyim Al-Jauzy, Thibbun An-Nabawi, h. 88
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Para Fuqaha bersepakat apabila seorang tabib atau dokter lalai (culpa) dalam
tindakannya, maka ia harus membayar diyat.11Dalam surat An-Nisaa’ Allah
menetapkan bahwa pembunuhan itu ada dua macam yaitu pembunuhan karena tidak
disengaja dan pembunuhan sengaja.12Pembunuhan sengaja dikenakan sanksi hukum
pidana. Sedangkan pembunuhan yang tidak disengaja bisa ditebus dengan
caramemberikan diyat dan kaffarat kepada keluarga si terbunuh yang beragama Islam
dan memerdekakan seorang budak yang beriman apabila dari keluarga si terbunuh itu
seorang Islam dan ada permusuhan diantara mereka. Tetapi jika tidak sanggup,
hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut.Jika keluarga si pembunuh kafir maka
tidak diberikan apa-apa.
Sebagaimana tertuang dalam firman Allah Swt dalam Surah An-Nisaa/4: 92
yang berbunyi:                                                                                                                       
Terjemahnya:
“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang
lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh
seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang
hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada
keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh)
11 Ibnu Rusyd., Bidayatu’l-Mujtahid, Abdurrahman, et al “Terjemahan Bidayatu’l-Mujtahid”,
Semarang “Asy-Syifa, (Cet: Ke I, 1990), h. 580.
12 Hasbi Ash Shiddieqy, Tafsir Al-Qur’an, Juz 2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), h. 81
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bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai)
antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat
yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan
hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka
hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk
penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi
Maha Bijaksana”.13
1. Musibah Tanpa Malpraktik dan Malpraktik Tanpa Musibah.
Kedua Istilah ini dikenal dalam kedokteran modern.
a. Musibah tanpa malpraktek.
Misalnya pasien meninggal dalam suatu operasi, walaupun dokter sudah
melakukan segala cara yang harus dilakukan sesuai dengan ilmu yang dipelajari dan
pengalaman yang diperoleh.
Hal ini diperkuat dengan kaidah fiqhiyah.
ﻣﺗ ﺎﺮﺗﺐﻋﹶﻠﹶﳌﺍ ﻰﹾﺄﹸﺫﻥﻭﹶﻓﻬﻮﹶﻏﻴﺮﻣﻀﻤﹾﻥﻮﻭ ,ﹶﻟﺍﻌﹾﻜﺲﹺﺑﻌﻟﺎﹾﻜﹺﺲ
Artinya :
“Apa-apa (kerusakan) yang timbul dari sesuatu yang mendapat izin, maka tidak
harus mengganti rugi, dan kebalikannya.”14
b. Malpraktek Tanpa Musibah
Misalnya,pasien diperiksa dengan berbagai alatcanggih berbiaya mahal.
Walaupun tidak diperlukan.Maka hal ini juga dilarang dalam Islam, karena sebaiknya
kita memperlakukan seseorang sebagaimana kita ingin diperlakukan.Rasulullah
shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
ﻪِﺴﹾﻔﻨﻟ ﺐﺤﻳ ﺎﻣ ﻪﻴﺧَﻷ ﺐﺤﻳ ﻰﺘﺣ ﻢﹸﻛﺪﺣﹶﺃ ﻦﻣﺆﻳ ﹶﻻ
Artinya :
13Kementerian  Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemahan dan Tafsir, (Bandung:
Syaamil Quran 2012),  h.93
14Al-Qawaaidul Ushuul Jaami’ah(cet: Ke-2, Darul Wathan, Riyadh, 1422 H), h. 21
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“Tidaklah salah seorang di antara kalian beriman sehingga ia mencintai
saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri.”15 (HR. Bukhari-Muslim)
Bahkan kesalahan dan ganti rugi dengan rinci dijelaskan oleh ulama Islam.
Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu merincinya ada lima pembagian:
1) Dokter yang mahir, melakukan praktek sesuai standar dan tidak melakukan
kecerobohan, kemudian terjadi efek yang kurang baik bagi pasien, maka ia
tidak harus bertanggung jawab dengan mengganti. Misalnya pasien mendapat
obat dari dokter, kemudian dokter sudah bertanya apakah ia mempunyai alergi
dengan obat tertentu, maka pasien menjawab tidak tahu, kemudia dokter
menjelaskan bisa jadi terjadi alergi. Kemudian pasien memilih menggunakan
obat tersebut. Kemudian terjadi alergi berupa gatal-gatal pada pasien tersebut.
Maka dokter tidak wajib mengganti kerugian. Alasannya lainnya juga karena
kita tidak tahu apakah ia alergi obat apa tidak, karena ketahuan hanya jika
sudah dicoba mengkonsumsi.
2) Dokter yang bodoh dan melakukan praktek kedokteran, kemudian terjadi
bahaya bagi pasien, maka dokter wajib bertanggung jawab atau ganti rugi
berupa diyat. Misalnya mahasiswa kedokteran yang masih belajar (co-aas)
melakukan praktek kemudian terjadi kesalahan yang merugikan pasien maka ia
wajib bertaggungjawab.
3) Dokter yang mahir, mendapatkan izin, kemudian melakukan kecerobohan,
maka ia wajib bertanggung jawab, akan tetapi ada perselisihan dalam
penggantian diyat, bisa jadi dari harta dokter ataupun dari baitul mal (kas
Negara). Misalnya dokter bedah ketika membedah, pisau bedah tertinggal
15Muhammad Bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhori, Shohih BukhoriJuz 1 (Cet: 1, Dar Tuqun
Najah, 1422 H), h. 12
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diperut pasien, kemudian perut pasien rusak, maka dokter bedah wajib
bertanggungjawab.
4) Dokter yang mahir, berijtihad memberikan suatu resep obat, kemudian ia salah
dalam ijtihadnya, maka ia wajib bertanggungjawab.Dan ada dua pendapat
tentang harta pengganti, bisa dari baitul mal (kas Negara) atau harta
keluarganya.
5) Dokter yang mahir, melakukan pengobatan kepada anak kecil atau orang gila
tanpa izinya tetapi mendapat izin walinya, kemudian terjadi kerusakan/bahaya
bagi pasien maka ganti rugi dirinci, jika ia melakukan kecorobohan, maka ia
wajib mengganti jika tidak maka tidak perlu mengganti.16
D. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Malpraktik Dari Segi Hukum
Islam.
Perlu diketahui bahwa kesalahan dokter atau profesional lain di dunia
kedokteran dan kesehatan kadang berhubungan dengan etika/akhlak. Misalnya,
mengatakan bahwa pasien harus dioperasi, padahal tidak demikian.Atau
memanipulasi data foto rontgen agar bisa mengambil keuntungan dari operasi yang
dilakukan.Jika kesalahan ini terbukti dan membahayakan pasien, dokter harus
mempertanggungjawabkannya secara etika.Hukumannya bisa berupa ta’zîr17 ganti
rugi, diyat, hingga qishash.18
1. Bentuk-bentuk Malpraktik
16Ibnu Qoyyim Al-Jauzy, Thibbun Nabawi, h. 88-90
17Ta’zîr: hukuman di luar hudud yang tidak ditentukan syari’ah. al-Mishbâhul Munîr, h. 332
18Muhammad Bin Muhammad Al-Muhktar, Ahkâmul Jirâhah ath-Thibbiyyah,  h. 301
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Malpraktik yang menjadi penyebab dokter bertanggungjawab secara profesi
bisa digolongkan sebagai berikut:
a. Tidak punya keahlian (Jahil)
Yang dimaksudkan di sini adalah melakukan praktek pelayanan kesehatan
tanpa memiliki keahlian, baik tidak memiliki keahlian sama sekali dalam bidang
kedokteran, atau memiliki sebagian keahlian tapi bertindak di luar keahliannya.
Kesalahan ini sangat berat, karena menganggap remeh kesehatan dan nyawa
banyak orang, sehingga para Ulama sepakat bahwa mutathabbib (pelakunya) harus
bertanggungjawab, jika timbul masalah dan harus dihukum agar jera dan menjadi
pelajaran bagi orang lain.
b. Menyalahi Prinsip-Prinsip Ilmiah (Mukhâlafatul Ushûl Al-‘Ilmiyyah)
Yang dimaksud dengan pinsip ilmiah adalah dasar-dasar dan kaidah-kaidah
yang telah baku dan biasa dipakai oleh para dokter, baik secara teori maupun praktek,
dan harus dikuasai oleh dokter saat menjalani profesi kedokteran.19
Para ulama telah menjelaskan kewajiban para dokter untuk mengikuti prinsip-
prinsip ini dan tidak boleh menyalahinya. Imam Syâfi’i rahimahullah,misalnya
mengatakan: “Jika menyuruh seseorang untuk membekam, mengkhitan anak, atau
mengobati hewan piaraan, kemudian semua meninggal karena praktek itu, jika orang
tersebut telah melakukan apa yang seharusnya dan biasa dilakukan untuk maslahat
pasien menurut para pakar dalam profesi tersebut, maka ia tidak bertanggungjawab.
Sebaliknya, jika ia tahu dan menyalahinya, maka ia bertanggungjawab.”Bahkan hal
ini adalah kesepakatan seluruh Ulama, sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim
19Al-Mas`ûliyyah al-Jinâiyyah lil Athibbâ’, h. 160
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rahimahullah.20 Hanya saja, hakim harus lebih jeli dalam menentukan apakah benar-
benar terjadi pelanggaran prinsip-prinsip ilmiah dalam kasus yang diangkat, karena
ini termasuk permasalahan yang pelik.
c. Ketidaksengajaan (Khatha’)
Ketidaksengajaan adalah suatu kejadian (tindakan) yang orang tidak memiliki
maksud di dalamnya. Misalnya, tangan dokter bedah terpeleset sehingga ada anggota
tubuh pasien yang terluka. Bentuk malpraktek ini tidak membuat pelakunya berdosa,
tapi ia harus bertanggungjawab terhadap akibat yang ditimbulkan sesuai dengan yang
telah digariskan Islam dalam bab jinayat, karena ini termasuk jinayat khatha’ (tidak
sengaja).
d. Sengaja Menimbulkan Bahaya (I’tidâ’)
Maksudnya adalah membahayakan pasien dengan sengaja. Ini adalah bentuk
malpraktek yang paling buruk. Tentu saja sulit diterima bila ada dokter atau
paramedis yang melakukan hal ini, sementara mereka telah menghabiskan umur
mereka untuk mengabdi dengan profesi ini. Kasus seperti ini terhitung jarang dan
sulit dibuktikan karena berhubungan dengan isi hati orang. Biasanya pembuktiannya
dilakukan dengan pengakuan pelaku, meskipun mungkin juga factor kesengajaan ini
dapat diketahui melalui indikasi-indikasi kuat yang menyertai terjadinya malpraktek
yang sangat jelas. Misalnya, adanya perselisihan antara pelaku malpraktek dengan
pasien atau keluarganya.
2. Pembuktian Malpraktik.
Agama Islam mengajarkan bahwa tuduhan harus dibuktikan. Demikian pula,
tuduhan malparaktik harus diiringi dengan bukti, dan jika terbukti harus ada
20Tuhfatul Maudûd bi Ahkâmil Maulûd, h. 325.
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pertanggungjawaban dari pelakunya. Ini adalah salah satu wujud keadilan dan
kemuliaan ajaran Islam. Jika tuduhan langsung diterima tanpa bukti, dokter dan
paramedis terzhalimi, dan itu bisa membuat mereka meninggalkan profesi mereka,
sehingga akhirnya membahayakan kehidupan umat manusia. Sebaliknya, jika tidak
ada pertanggungjawaban atas tindakan malpraktek yang terbukti, pasien terzhalimi,
dan para dokter bisa jadi berbuat seenak mereka.
Dalam dugaan malpraktek, seorang hakim bisa memakai bukti-bukti yang
diakui oleh syariat sebagai berikut:
a. Pengakuan Pelaku Malpraktek (Iqrâr ).
Iqrar adalah bukti yang paling kuat, karena merupakan persaksian atas diri
sendiri, dan ia lebih mengetahuinya. Apalagi dalam hal yang membahayakan diri
sendiri, biasanya pengakuan ini menunjukkan kejujuran.
b. Kesaksian (Syahâdah).
Untuk pertanggungjawaban berupa qishash dan ta’zîr, dibutuhkan kesaksian
dua pria yang adil. Jika kesaksian akan mengakibatkan tanggung jawab materiil,
seperti ganti rugi, dibolehkan kesaksian satu pria ditambah dua wanita. Adapun
kesaksian dalam hal-hal yang tidak bisa disaksikan selain oleh wanita, seperti
persalinan, dibolehkan persaksian empat wanita tanpa pria. Disamping
memperhatikan jumlah dan kelayakan saksi, hendaknya hakim juga memperhatikan
tidak memiliki tuhmah (kemungkinan mengalihkan tuduhan malpraktek dari
dirinya).21
c. Catatan Medis.
21Tuhfatul Maudûd bi Ahkâmil Maulûd, h. 325.
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Yaitu catatan yang dibuat oleh dokter dan paramedis, karena catatan tersebut
dibuat agar bisa menjadi referensi saat dibutuhkan. Jika catatan ini valid, ia bisa
menjadi bukti yang sah.
3. Bentuk Tanggungjawab Malpraktik.
Jika tuduhan malpraktek telah dibuktikan, ada beberapa bentuk tanggung
jawab yang dipikul pelakunya. Bentuk-bentuk tanggung-jawab tersebut adalah
sebagai berikut:
a. Qishash
Qishash ditegakkan jika terbukti bahwa dokter melakukan tindak malpraktek
sengaja untuk menimbulkan bahaya (i’tida’), dengan membunuh pasien atau merusak
anggota tubuhnya, dan memanfaatkan profesinya sebagai pembungkus tindak
kriminal yang dilakukannya. Ketika memberi contoh tindak kriminal yang
mengakibatkan qishash, Khalil bin Ishaq al-Maliki mengatakan: “Misalnya dokter
yang menambah (luas area bedah) dengan sengaja.22
b. Dhamân (Tanggung Jawab Materiil Berupa Ganti Rugi Atau Diyat)
Bentuk tanggung-jawab ini berlaku untuk bentuk malpraktek berikut:
1) Pelaku malpraktek tidak memiliki keahlian, tapi pasien tidak mengetahuinya,
dan tidak ada kesengajaan dalam menimbulkan bahaya.
2) Pelaku memiliki keahlian, tapi menyalahi prinsip-prinsip ilmiah.
3) Pelaku memiliki keahlian, mengikuti prinsip-prinsip ilmiah, tapi terjadi
kesalahan tidak disengaja.
22Mukhtashar Khalîl, h. 317
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4) Pelaku memiliki keahlian, mengikuti prinsip-prinsip ilmiah, tapi tidak
mendapat ijin dari pasien, wali pasien atau pemerintah, kecuali dalam keadaan
darurat.
c. . Ta’zîr berupa hukuman penjara, cambuk, atau yang lain.
Ta’zîr berlaku untuk dua bentuk malpraktek:
1. Pelaku malpraktek tidak memiliki keahlian, tapi pasien tidak mengetahuinya,
dan tidak ada kesengajaan dalam menimbulkan bahaya.
2. Pelaku memiliki keahlian, tapi menyalahi prinsip-prinsip ilmiah.23
Tanggungjawab dalam malpraktek bisa timbul karena seorang dokter
melakukan kesalahan langsung, dan bisa juga karena menjadi penyebab terjadinya
malpraktek secara tidak langsung.Misalnya, seorang dokter yang bertugas melakukan
pemeriksaan awal sengaja merekomendasikan pasien untuk merujuk kepada dokter
bedah yang tidak ahli, kemudian terjadi malpraktek.Dalam kasus ini, dokter bedah
adalah pelaku langsung malpraktek, sedangkan dokter pemeriksa ikut menyebabkan
malpraktek secara tidak langsung.
Jadi, dalam satu kasus malpraktek kadang hanya ada satu pihak yang
bertanggungjawab. Kadang juga ada pihak lain lain yang ikut bertanggung-jawab
bersamanya. Karenanya, rumah sakit atau klinik juga bisa ikut bertanggungjawab jika
terbukti teledor dalam tanggungjawab yang diemban, sehingga secara tidak langsung
menyebabkan terjadinya malpraktik, misalnya mengetahui dokter yang dipekerjakan
tidak ahli.





Dari berbagai uraian yang yang telah dijelaskan secara panjang lebar pada
bab-bab sebelumnya, maka pada bagian akhir ini penulis dapat menyimpulkan sesuai
dengan rumusan masalahnya sebagai berikut:
1. Pertanggungjawaban malpraktek oleh tenaga medis dari segi hukum positif
yakni Dokter akan mempertanggungjawabkannya secara pidana apabila ia
terbukti melakukan hal-hal dalam ruang lingkup malpraktik, dimana pasal-pasal
yang relevan dalam ruang lingkup malpraktik tersebut terdapat dalam dua
Undang-Undang, yaitu KUHP dan Undang-undang RI Nomer 29 Tahun 2004
Tentang Praktik Kedokteran pasca uji materi Mahkamah Konstitusi. Pengaturan
Dalam KUHP yang berkaitan dengan malpraktik medis yang masih berlaku
hingga saat ini ialah kelalaian yang mengakibatkan kematian dengan ancaman
pidana maksimal lima tahun penjara atau satu tahun kurungan dan kelalaian
yang menyebabkan luka dengan ancaman pidana maksimal Sembilan bulan
penjara atau enam bulan kurungan atau denda Rp. 4.500,00.
2. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, jumhur ahli fiqih berpendapat bahwa
akibat hukum dari pembunuhan yang tidak disengaja adalah
pertanggungjawabannya  dikenakan wajib diyat dan kafarat. Malpraktik yang
menjadi penyebab dokter bertanggungjawab secara profesi bias digolongkan
sebagai berikut:
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1. Tidak punya keahlian (jahil)
2. Menyalahi Prinsip-Prinsip Ilmiah (Mukhâlafatul Ushûl Al-‘Ilmiyyah)
3. Ketidak sengajaan (Khatha’)
4. Sengaja Menimbulkan Bahaya (I’tidâ’)
B. Implikasi
1. Sebaiknya para penegak hokum bisa lebih tegas dalam membuat tuntutan atau
putusan, karena pidana denda saja belum cukup dalam mencegah dokter lain
melakukan tindak pidana serupa, mengingat pidana denda tidak sebanding
dengan kerugian yang telah di derita pasien, dan denda yang dicantumkan
dalam pasal-pasal pidana tentang dokter, kurang membebani dokter secara
financial. Pidana yang paling tepat dijatuhkan pada pelaku malpraktik menurut
penulis adalah pidana kurungan atau pidana tambahan berupa pencabutan hak-
hak tertentu (pencabutan STR/SIP).
2. Bagi penegak hokum sebaiknya benar-benar mempelajari kasus yang
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